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ABSTRAK

AndiMuliadi, Analisis Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umumdan
Penataan Ruang Kota Parepare, (Dibimbingoleh: H. Guntur Karnaeni, dan Syamsul
Bahri).

Tujuan penelitian adalah menganalisis deskripsi kontribusi tingkat pendidikan
aparatur kepada Dinas PUPR, menganalisis realitas kontribusi pelatihan aparatur kepada
Dinas PUPR, dan menganalisis aplikasi kedisiplinan aparatur pada Dinas PUPR Kota
Parepare.

Penelitian ini adalah tergolong jenis penelitian fenomenologis dan pendekatan
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hal
inidimaksudkanuntukdapatmemberikandeskripsisecarasistematis, faktual dan aktual
terhadap obyek yang diteliti.

Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa (1)  Deskripsi  kontribusi

tingkatpendidikanaparaturkepadaDinasPUPR, denganindikator: (a) Daya
tanggapkinerjaaparaturresponsif dalam memberikan pelayanan tetapi secara parsial,
(b)Efektivitas  kinerjaaparaturdapatdikategorikancukupmemadai, (c) Kepercayaan
kinerjaaparaturdiukurolehtigaprediktor: (i) Afektif, pimpinan belum maksimal
mengarahkandanmenyadarkanaparaturakanloyalitasnyaterhadapinstitusinya,
(ii) Kontinyuitas perilakuaparaturdierefleksikansecara berkesinambungan, sehingga
tergolongpemberianpelayanbaik, (iii) Normatif,temuan penelitianmemperlihatkan
sikapapatisdankurangnyaloyalitasaparaturterhadapinstansinya.dan (d) Empati
kinerjaaparatur memberikan pelayanan melalui pendekatan personal relation,hasil
penelitian  sikap empati aparatur tidak terwujud dalam realisasinya.(2)
Realitaskontribusipelatihanaparaturkepada Dinas PUPR, yang dinilai oleh indikator:
(a) Keandalankinerjaaparaturdiukurdenganprediktor: (i) Membagitugassecaramerata, (ii)
Membagi tugas yang dinilai menarik atau agak sulit, dan (iii)Membagi pekerjaan
tambahan di antara seluruh aparatur. Ketiga fungsi aparatur di atas, nampak kurang
diapresiasi sesuai tuntuntan tugas dan tanggung jawabnya, (b)
Terbuktikinerjaaparaturdalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap
stakeholders, (c) Jaminan kinerjaaparatur mencakup kepastian biaya, kejelasan
informasi dan ketepatan waktu pelayanan, dan (d) Kualitas kinerjaaparatur, diukur
dalam prediktor: (i) Kualitas kinerja aparaturdalam merespon kepentingan
stakeholdersdapatdipersepsikansedang, dan (ii) Kualitas fasilitas sarana dan prasarana
menunjukkan  belummelengkapifasilitasoperasionalkerjayang memadai. dan (3)
Aplikasikedisiplinanaparaturpada Dinas PUPR,dengan indikator: (a) Disiplin kerja adalah
kompetensi aparatur terhadap kualitas kerja atas tugas dan fungsinya sesuai regulasi
dan Standard Operational Precedure (SOP), dan (b) Disiplin waktu yaitu pemanfaatan
kompetensi operasional administratif dan kompetensi teknis, diasumsikan belum
terwujud secara maksimal.

Kata kunci: Kontribusipendidikan, kontribusipelatihan, dankontribusikedisiplinan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut daya
(resources), baik sumber daya alam (natural resources), maupun sumber daya
manusia (human resources). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam
menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Diantara kedua sumber daya
tersebut, sumber daya alam tanpa didukung dan ditopang oleh sumber daya
manusia bisa dikatakan suatu pembangunan itu akan gagal.

Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2016, salah
satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur birokrasi pemerintah daerah
yang dikenal selama ini adalah menampilkan profesionalisme dan mandiri dalam
hal pelayanan publik.Proses pembangunan dewasa ini sedang mengalami
pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi.

Hal ini menyebabkan penyelenggaraan premerintah menjadi sorotan yang
tajam, terutama dalam ASN transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan
efektifitas.Dalam kontes ini, penerapan prinsip-prinsip Clean Governance dalam
hal pengelolaan pemerintah menjadi suatu tuntutan utama. Ini disebabkan
masyarakat mulai kritis dalam memonitoring dan mengevaluasi manfaat serta
nilai dasar pelayanan instansi pemerintah. Di lain sisi, pengukuran keberhasilan
maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya sulit dilakukan secara obyektif. Ini disebabkan belum diterapkannya



sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan
secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program pemerintah.

Harapan yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap birokrasi
untuk mereformasi diri, mau tidak mau menuntut birokrasi harus melakukan
penataan agar menjadi organisasi pemerintah yang professional dalam
menjalankan fungsi organisasi pemerintah kepada masyarakat yakni fungsi
regulasi,pelayanan dan pemberdayaan. Organisasi pemerintahan yang professional
adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang dikenal dengan sebutan
Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN merupakan unsur utama sumber daya manusia, aparatur negara yang
mempunyai  peranan untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Adapun sosok ASN yang diharapkan dalam
upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah Aparatur Sipil Negara yang
memiliki kompetensi dan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 dan bermoral, bermental yang baik, profesional,
sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat, serta
mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

ASN vyang berkualitas adalah aparatur yang memiliki kecakapan dan
kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan
baik. Selain itu, mampu memelihara dan mengembangkan kecakapan dan
kemampuannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas

pimpinan pada setiap organisasi untuk selalu memikirkan upaya yang harus



dilakukan untuk senantiasa memelihara dan membina semua aparatur agar dapat
lebih berkualitas dalam rangka pencapaian tujuan.

Pada dasarnya setiap organisasi atau instansi pemerintah, baik instasi
berskala besar maupun kecil selalu mendambakan tersedianya ASN atau Aparatur
Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas dan cakap dalam menjalankan tugas yang
diberikan, ASN yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.Selain itu, juga diperlukan ASN yang
bermental baik, berwibawa, kuat berdaya guna, berhasil guna, berkualitas tinggi
dan sadar terhadap tanggung jawabnya. (Nainggolan 1987 : 45)

Dalam ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, disebutkan bahwa
sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal
perasaan, keinginan, keterampilan ,pengetahuan, dorongan, daya dan Kkarya
(rasio,rasa dan karsa). Semua potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut
berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapa pun
majunya teknologi, perkembangan informasi,tersedianya modal dan memadainya
bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan.Wether dan
Davis dalam Sutrisno (2011:4) menyatakan sumber daya manusia adalah
“aparatur yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi’.

Membentuk sosok ASN seperti di atas, berbagai macam cara dan
pembinaan terus menerus dilaksanakan. Salah satu diantaranya melalui jalur
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah pada peningkatan keperibadian,

mutu dan kemampuan baik bidang subtansi maupun kepemimpinannya yang



dapat melaksanakan tugasnya dengan semagat kerjasama dan tanggung jawab
sesuai dengan lingkungasn kerja.

Dalam kaitan tersebut Wursanto (1994:59) mengemukakan bahwa untuk
meningkatkan mutu aparatur, baik pengetahuan, kemampuan, keterampilan
maupun mentalnya kepada para aparatur diperlukan berbagai macam pendidikan
dan pelatihan.

Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan sehingga
mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja sedangkan pelatihan
merupakan proses membantu para aparatur untuk memperoleh efektifitas dalam
pekerjaan mereka yang sekarang maupun akan datang melalui pengembangan
pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak.

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan
sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual
dan kepribadian manusia. Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam
suatu intansi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat (pendidikan dan
latihan). Pendidikan formal di dalam suatu organisasi adalah suatu proses
pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang
bersangkutan. Sedangkan pelatihan (training) sering dikacaukan penggunannya
dengan latihan (pratice/exercise) ialah merupakan bagian dari suatu proses
pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
khusus seseorang atau sekolompok orang. Sedangkan latihan ialah salah satu cara
untuk memperoleh keterampilan tertentu misalnya latihan menari, latihan naik

sepeda, latihan baris berbaris, dan sebagainya.



Pelatihan merupakan wahana untuk membangun SDM menuju era
globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu, kegiatan pelatihan tidak
dapat diabaikan begitu saja terutama dalam memasuki era persaingan yang
semakin ketat, tajam, berat di abad sekarang ini.

Melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) diharapkan kualitas
aparatur sipil negeri dapat meningkat. Hal ini disebabkan karena SDM yang telah
mengikuti pelatihan sesuai bidang tugasnya akan bekerja lebih baik dan terarah.
Para ASN juga dapat mengimplementasikan hasil diklat yang diikuti dengan
bekerja lebih efektif. Diklat yang ideal akan mampu mengatasi kekurangan-
kekurangan yang ada sehingga kualitas aparatur dapat meningkat dibandingkan
dengan sebelum mengikuti diklat tersebut.

Dengan demikian, aparatur yang pernah mengikuti pendidikan dan
pelatihan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dan mampu mengatasi segala
kesulitan yang akan datang sehingga aparatur termotivasi untuk meningkatkan
kinerjanya dan bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing.

Selain itu faktor disiplin aparatur dibutuhkan untuk tujuan organisasi lebih
jauh guna menjaga efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan
individu dalam itikad tidak baiknya dalam terhadap kelompok.Displin kerja dapat
dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya , baik kepentingan organisasi
maupun kepentingan aparatur atau karyawan.Adanya disiplin kerja bagi
organisasi akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan
tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal . Aparatur atau karyawan akan

memperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah



semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta
dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi
terwujudnya tujuan organisasi

Kinerja yang tinggi timbul, apabila seseorang bersikap dan memandang
kerja sebagai sesuatu hal yang luhur untuk eksistensi manusia.Hal ini dijadikan
sebagai suatu  kesempatan untuk  mengembangkan  diri  terhadap
masyarakat.Sebaliknya kinerja yang rendah terjadi apabila sesorang tidak
memiliki pandangan atau sikap terhadap kerja dan memandang kerja yang
dilakukan asal berbuat saja.

Agar tujuan pendidikan dan pelatihan dapat tercapai, yakni meningkatkan
pengetahuan, keahlian dan keterampilan khususnya di Lingkup Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.Aparatur yang pernah
mengikuti pendidikan dan pelatihan harus dapat bekerja secara optimal
mengaplikasikan kemampuannya meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap
guna meningkatkan kualitas kerjanya dan sekaligus merupakan salah satu ASNek
motivator bagi aparatur yang bersangkutan. Aparatur yang mempunyai motivasi
terdorong untuk menjadi dinamis,kreaktif, inovatif serta terbuka dan tanggap
terhadap gagasan baru dan perubahan-perubahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah salah satu unit kerja di
Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah No. 8Tahun 2016 tentang.Pembentuk dan Susunn Perangkat
Daerah.Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, keberadaan Dinas PUPR sangat

penting kedudukannya dalam mewujudkan terciptanya pelayanan kepada



masyarakat ~ dalam  hal  pemenuhan infrastruktur  seperti,  jalan,
jembatan,penerangan jalan.Apalagi program Walikota Parepare HM Taufan Pawe
menjadikan kota Parepare bermandikan cahaya yang dikenal dengan nama Peduli
lorong. Tujuannya adalah semua lorong di Parepare tidak ada lagi yang gelap.

Untuk mewujudkan dan mencapai tugas pokok dan fungsi yang diemban
Dinas PUPR tersebut, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang
professional,terampil serta mampu mengemban pekerjaan sebagaimana bidang
tugasnya masing-masing.

Kenyataannya dilihat dari aktivitas aparatur yang ada, ditemui adanya
kejenuhan aparatur dalam melaksanakan pekerjaan,menurunnya semangat dan
gairah kerja, kurangnya kreativitas aparatur atas dampak pekermbangan teknologi
dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Selain itu, kurang disiplinnya
aparatur dan seringnya terjadi kesalahan yang diperbuat dalam melaksanakan
tugas, kurangnya koordinasi baik antar bawahan dengan pimpinan maupun antar
aparatur dengan aparatur. Semua itu akan berimpilikasi pada kualitas Kinerja
aparatur.

Indikator kurangnya kompetensi aparatur Dinas PUPR dapat dilihat dari
kompetensi yang memegang peranan dalam bidang tertentu bukan ahlinya
sehingga mengurangi dan memperlambat tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian singkat diatas, menarik bagi kami untuk mengelaborasi
lebih jauh tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Adminitrasi Publik
pada Dinas PUPR dengan menfokuskan penelitian pada Pendidikan, Pelatihan dan

Displin Kinerja Aparatur.



B. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas, makan rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanadeskripsi kontribusitingkatpendidikan aparaturkepada
DinasPUPR Kota Parepare?
2. Bagaimanarealitaskontribusi pelatihan aparaturkepada Dinas PUPR Kota
Parepare?
3. Bagaimanaaplikasikedisiplinanaparaturpada Dinas PUPR Kota Parepare?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ilmiah ini
adalah :
1. Untuk menganalisisdeskripsi kontribusitingkat pendidikan aparaturkepada
Dinas PUPR Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis realitaskontribusi pelatihan aparaturkepada Dinas
PUPR Kota Parepare.
3. Untuk menganalisisaplikasikedisiplinanaparatur pada Dinas PUPR Kota
Parepare.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat atau
konstribusi utamanya dalam hal ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi akademisi/lembaga pendidikan khususnya terhadap Universitas

Bosowa, diharapkan menjadi bahan acuan dalam pengembangan IImu



pengetahuan, khususnya untuk pengembangan keilmuan pada Jurusan
Administrasi Publik.

b. Terkhusus bagi peneliti, sebagai bahan komparasi dalam memecahkan
suatu permasalahan yang berhubungan dengan Dilkat,yang tentunya
untuk mengacu pada upaya peningkatan kinerja aparatur

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi, sebagai bahan masukan kepada pihak pimpinan pada
Dinas PUPR mengenai pentingnya pembinaan aparatur melalui
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) guna peningkatan kualitas aparatur.

b. Bagi Aparatur, agar dalam pelaksanaan pekerjaan berorientasi terhadap

pengembangan diri dan kecerdasan emosional aparatur.
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BAB 11
KERANGKA TEORITIS
A. Perspektif Administrasi Publik

Kajian kinerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik memiliki
peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu bagian dari adminstrasi
publik. Menurut Syafiie (1999) di Indonesia pengkajian Administrasi Publik dan
Administrasi Pembangunan ini mutlak diperlukan karena kita bangsa Indonesia
memerlukan  pengkajian  tentang bagaimana bermacam-macam badan
pemerintahan diorganisasi, diperlengkapi tenaga kerjanya, dibiayai, digerakkan,
dimotivasi, dan dipimpin guna mencapai tujuan pemerintahan dalam
melaksanakan kekuasaan politik. Hal ini merupakan studi administrasi publik.

Administrasi publik sebagai salah satu cabang disiplin ilmu-ilmu sosial
yang tumbuh dan berkembang di negara-negara eropa dan Amerika Serikat.
Martin dalam Keban (2004) menyebutkan bahwa meskipun literatur kuno yang
langsung berkaitan dengan administrasi publik kurang begitu banyak
diketemukan, namun cukup banyak literatur yang berkenaan dengan filsafat
kenegaraan, hukum dan politik seperti buku-buku pemikiran Confucius, Plato,
Aristoteles, de Montesquieu, Rousseau, Bonnin, Heggel dan Mill yang
menggambarkan adanya disiplin administrasi publik, bahkan telah ada perhatian
khusus terhadap pengembangan disiplin ilmu tersebut. Abdullah dalam Nawawi
(2004) menyebutkan bahwa di Indonesia studi tersebut mulai berkembang sekitar

tahun 1950-an dengan perintis-pel” ra lain, Prajudi Atmosudiro Arifin
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beberapa ahli lainnya yang turut mendorong perbaikan dan penyempurnaan
administrasi negara di Indonesia.
Sedangkan Nicholas Henry (Keban, 2004) mengungkapkan bahwa
standard suatu disiplin ilmu, seperti dikemukakan oleh Robert T Golembiewski,
mencakup fokus dan lokus. Fokus mempersoalkan “what of the field” atau
metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang dapat digunakan
untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan lokus mencakup “where of the
field” atau medan atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan.
Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut ini dikemukakan paradigma-
paradigma administrasi publik. George Frederickson (dalam Safie, 1999)
menyebutkan bahwa ada 6 (enam) kelompok corak berpikir dalam pertumbuhan
administrasi publik, yaitu:
1. Paradigma birokrasi klasik, tokoh-tokohnya adalah Max Weber,
Wodrow Wilson, Frederick Winslow Taylor, Luther Gullic dan Llydall
Urwick;

2. Paradigma birokrasi neo klasik, tokoh-tokohnya adalah Herbert Simon,
Richard M, Cyert dan James G.A. Murch;

3. Paradigma kelembagaan, tokoh-tokohnya adalah Charles E Lindblom,
James D Thomas, Frederick C. Mosher dan Amitai Etzioni;

4. Paradigma hubungan kemanusiaan, tokoh-tokohnya adalah Rensis
Likert, Daniel Kats, dan Robert Khan;

5. Paradigma pilihan masyarakat umum, tokoh-tokohnya adalah Vincent

Ostrom, James Buchanan dan Gordon Tullock;
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6. Paradigma administrasi publik baru, tokoh-tokohnya adalah Frank
Marini, George Frederickson.

Lebih lanjut Keban (2004) menjelaskan Di tahun 2003, atau kurang lebih
sepuluh tahun kemudian muncul lagi paradigma baru yaitu “the new public
service” oleh J.V. Denhardt dan R.B Denhardt (2003). Keduanya menyarankan
untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan “reinventing government”
dan beralih ke prinsip New Public Service. Menurut mereka, administrasi publik
harus;

(1) melayani warga masyarakat bukan pelanggan (serve citizen, not custemers),
(2) mengutamakan kepentingan publik (seek the public interest), (3) lebih
menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship over
entrepreneurship),

(4) berpikir strategis dan bertindak demokratis (think strategically, act
democratically), (5) menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang
mudah (recognize that accountability is not simple), (6) melayani daripada
mengendalikan (serve rather than steer), dan (7) menghargai orang, bukannya
produktivitas semata (value people, not just productivity). Semua paradigma
diatas menunjukkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi perubahan
orientasi administrasi publik yang sangat cepat. Kegagalan yang dihadapi oleh
suatu negara, telah disadari sebagai akibat dari ketidakberesan administrasi
publik. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengaruh adminsitrasi publik

semakin tinggi.
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Pfiffner dan Robert Prethus (dalam Syamsu, 2008) menjelaskn bahwa
administrasi publik adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi implementasi
kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik,
secara global suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan
pemerintah.

Pada dasarnya administrasi publik bukanlah tujuan, akan tetapi merupakan
sarana untuk mencapai tujuan. Hal tersebut sejalan dengan Tjokroamidjoyo
(1985) yang menjelaskan bahwa admnistrasi pubik sebagai sarana yang harus
memenuhi kriteria efesiensi, efektivitas dan rasionalitas dalam pencapaian tujuan
yang diharapkan sehingga tugas-tugas tehnik operasional dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok juga diharapkan efesien, efektif, dan rasional, dan jangan
sampai tugas tehnis menjadi bermasalah yaitu tidak lancar penyelesaiannya,
terjadi pemborosan sumber daya dan tujuan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Suganda (Syamsu, 2008) menyebutkan bahwa penilaian dan pengukuran
administrasi publik adalah sejauh mana peningkatan kinerja operasional dari
birokrasi tersebut. Kinerja administrasi publik yang diukur dari segi efesiensi
adalah tergantung sejauh mana hasil yang dicapai dalam rangka mencapai tujuan
seimbang dengan sumber daya dikorbankan untuk mencapai hasil itu. Kinerja
dapat juga diukur melalui kepuasan kelompok masyarakat yang dilayani.

B. Pengertian Pendidikan
Pengertian Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk
mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana,
Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk
dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir.
Secara Etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa
inggris disebut dengan education, dalam bahasa latin pendidikan disebut
dengan educatum yang tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco dimana kata
E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit ke
banyak, sedangkan Duco berarti perkembangan atau sedang berkembang.
Jadi, Secara Etimologi pengertian pendidikan adalah  proses
mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan
menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan
sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Pendidikan dapat diperoleh baik secara formal dan non formal.
Pendidikan secara formal diperolen dengan mengikuti program-program
yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu insititusi, departemen atau
kementtrian suatu negara. Sedangkan pendidikan non formal adalah
pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari berbagai

pengalaman baik yang dialami atau dipelajari dari orang lain.
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Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengertian pendidikan adalah
tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya,
pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah
mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Pengertian pendidikan menurut Ahmad D. Marimba adalah
bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat
perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya
keperibadian yang utama.

Pengertian pendidikan menurut Horne bahwa pendidikan adalah alat
dimana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya dalam mempengaruhi
diri sendiri serta menjaga idealismenya.

Pendidikan menurut Martinus Jan Langeveld bahwa pengertian
pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas
hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila.
Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia
yang belum dewasa menuju kedewasaan.

Pengertian pendidikan menurut Carter V. Good bahwa pendidikan
adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku
bermasyarakat. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu
lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat

mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial.
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Pendidikan berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan
pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsadan mengembangkan
manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan
mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa.

Berdasarkan MPRS No. 2 Tahun 1960 bahwa tujuan pendidikan
adalah membentuk pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 945.Berdasarkan UU.
No0.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3,
bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

C. Pengertian Diklat
Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan
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bahwa “Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang
disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil’. Pendidikan dan
Pelatihan Kepegawaian juga merupakan bagian dari sebuah sistem
pembinaan karier Aparatur Sipil Negara yang bermakna pada
pengembangan kepegawaian.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu kunci
manajemen tenaga kerja, merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab
yang tidak dilaksanakan secara sembarangan.Artinya, agar efektivitas dan
pendidikan dapat terjamin, perlu adanya penanganan yang serius dan baik
yang menyangkut sarana maupun prasarana sehingga meningkatkan
keahlian dan prestasi kerja karyawan. Pendidikan dan pelatihan merupakan
dua hal yang hampir sama maksud pelaksanaannya, namun ruang lingkup
yang membedakannya.

Menurut Dr. B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005,hal :199)
pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian
atau sikap tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja mereka.

Pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan
pengertian seluruh lingkungan kerja. Pendidikan berhubungan dengan
menjawab bagaimana dan mengapa. Pendidikan biasanya lebih banyak
berhubungan dengan teori tentang pekerjaan, sedangkan pelatihan

merupakan pendidikan dalam arti yang agak sempit, terutama dengan
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instruksi, tugas khusus dan disiplin. Pelatihan merupakan proses membantu
tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka
sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan masa yang akan
datang melalui pengembangan kebiasaan tentang pikiran, tindakan,
kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak.

Dalam ilmu pengetahuan tentang perilaku, pelatihan merupakan
kegiatan lini dan staff yang tujuannya mengembangkan kepemimpinan
untuk memperoleh efektivitas pekerjaan individual tenga kerja yang lebih
besar, hubungan antar individu tenaga kerja dalam perusahaaan/organisasi
menjadi lebih baik dan penyesuaian terhadap lingkungan kerja secara
keseluruhan. Berdasarkan rumusan tersebut, pelatihan merupakan kunci
manajemen lini dan staff .Manajemen ini memiliki tanggung jawab yang
besar terhadap penyelenggaraan Diklat, sedangakan teknis operasional
untuk membantu lini dalam melaksanakan fungsinya.

Pelatihan berhubungan dengan efektivitas pekerjaan individu tenaga
kerja dan hubungan antar tenaga kerja yang dikembangkan untuk
memudahkan pencapaian tujuan perusahaan/organisaisi.

Proses Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) apabila dilihat dari
pendekatan sistem, maka proses pendidikan dan pelatihan itu terdiri dari
input (sasaran diklat) dan output (perubahan perilaku) serta faktor
pendekatan lain yang mempengaruhi proses pendidikan dan pelatihan

tersebut.Dalam teori Diklat faktor-faktor yang mempengaruhi proses Diklat
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tersebut di bedakan menjadi (2) yakni apa yang disebut perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software).

Perangkat lunak (sofware) dalam proses Diklat ini mencakup
kurikulum, organisasi pendidikan dan pelatihan, peraturan-peraturan,
metode belajar mengajar dan tenaga kerja atau pelatih itu sendiri.

Sedangkan perangkat kerasnya (hardware) antara fasilitas-fasilitas
mencakup gedung-gedung, perpustakaan (buku-buku referensi), alat bantu
pendidikan dan sebagainya.

a. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan
Menurut pasal 9 Undang-undang ketenaga kerjaan tahun 2003,
pendidikan dan pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan
untukmembekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
kerja ~ gunameningkatkan ~ kemampuan,  produktivitas  dan
kesejahteraan.  Tujuan-tujuanpendidikan dan pelatihan  dapat
dikelompokkan kedalam lima bidang, yaitu:
a)  Memperbaiki kinerja.
b)  Memutakhirkan keahlian-keahlian para pegawai/karyawan
sejalan dengankemajuan tekhnologi.
c)  Mengurangi waktu pembelajaran bagi pegawai/karyawan baru
agar kompoten dalam pekerjaan.
d)  Membantu memecahkan masalah operasional.
e)  Mempersiapkan pegawai/karyawan untuk mendapatkan promosi

jabatan.
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Dalam peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan
bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap
untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional
dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan
kebutuhan.

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu
dan perekat persatuan dan kesatuan.

3. Memantpkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientas
pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

4.  Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan
demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Salah satu sasaran yang diharapkan dapat dicapai dengan diklat
yaitu agar supaya pekerjaan dapat dilakukan secara lebih sempurna
cepat dan baik. Dengan pendidikan dan pelatihan para Apartur Sipil
Negara juga diajarkan bagaimana cara pemanfaatan pengunaan sarana
dan prasarana kantor dengan baik agar peralatan itu juga tahan lama
dan memperpanjang umur peralatan itu sendiri.

b. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Menurut Hamalik (2001:13) Diklat mempunyai tiga fungsi

yakni :
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a)  Diklat berfungsi memperbaiki perilaku (Performance) kerja para
peserta Diklat

b) Diklat berfungsi mempersiapkan promosi ketenagaan untuk
jabatan yang lebih rumit dan sulit.

c)  Diklat berfungsi mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang
lebih tinggi yakni jabatan kepengawasan dan managemen.

Perbaikan dan peningkatan perilaku kerja bagi tenaga kerja
sangat diperlukan agar lebih mampu melaksanakan tugas-tuganya dan
diharapkan lebih berhasil dalam upaya pelaksanaan program kerja
organisasi/lembaga.Perilaku yang perlu diperbaiki dan dikembangkan
meliputi aspek pengetahuan,keterampilan dan sikap keperibadian yang
dituntut oleh tugas pekerjaannya.Persiapan promosi tenaga dan
jabatan yang lebih sulit diperlukan sehubungan dengan cepatnya
perkembangan program organisasi.

Munculnya permasalahan baru di lapangan dan tantangan
penggunaan teknologi  canggih serta tuntutan lingkungan
kerja.Penyiapan tenaga pengawas dan tenaga manajemen diperlukan
program diklat secara khusus mengingat peran, fungsi dan tanggung
jawabnya yang lebih luas untuk keberhasilan program
organisasi.Untuk itu dituntut kemampuan manajerial yang lebih
bermutu.

Pendidikan dan pelatihan memiliki  fungsi  edukatif,

administratif dan personal.Fungsi edukatif mengacu pada peningkatan
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kemampuan profesional, kepribadian, kemasyarakatan, dedikasi dan
loyalitas pada organisasi / lembaga.Fungsi administratif mengacu pada
pemenuhan syarat — syarat administratif yang dituntut terhadap setiap
pengawai, misalnya untuk promosi, pembinaan karier, memenuhi
angka kredit dan sebagainya. Fungsi personal lebih menekankan pada
pembinaan kepribadian dan bimbingan personal untuk mengatasi
kesulitan dan masalah dalam pekerjaan ( Hamalik, 2001: 34). Ketiga
fungsi diklat ini saling kait mengait, karena setiap tenaga Kkerja
dituntut agar memiliki kemampuan profesional, memiliki persyaratan
administratif dan kepribadian yang baik.

Sastrohadiwiryo (2002:204 ) menyatakan bahwa secara garis
besar jenis pendidikan dan pelatihan terbagi dua yaitu : menurut sufat
dan sasaran.

a. Menurut sifatnya, pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan
menjadi beberapa jenis, yaitu :

1.  Pendidikan Umum : Pendidikan yang dilaksanakan di
dalam dan di luar sekolah, baik diselenggarakan oleh
pemerintah mapun  swasta  dengan  tujuan
mempersiapkan dan mengusahakan para peserta
pendidikan memperoleh pendidikan umum.

2. Pendidikan Kejuruan : pendidikan yang direncanakan

untuk mempersiapkan para peserta suatu pendidikan
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Khusus dan melaksanakan sesuai dengan bidang
kejuruannya.

Pelatihan keahlian : bagian dari pendidikan yang
disyaratkan untuk mahir dalam melaksanakan suatu
pekerjaan.

Pelatihan Kejuruan : bagian dari pendidikan yang
memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus
yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan
yang pada umumnya bertaraf lebih rendah daripada

pelatihan keahlian.

Menurut sasaranya, pendidikan dan pelatihan dibedakan

menjadi dua jenis yaitu pendidikan dan pelatihan pra jabatan

serta

pendidikan dan pendidikan dalam jabatan

(Sastrohadiwiryo,2002 :2015) untuk lebih jelas, diuraikan

sebagai berikut :

1.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Preservice
Training) adalah pendidikan dan pelatihan yang
dipersyaratkan dalam pengangkatan PNS. Diklat ini
dimaksudkan untuk melakukan pembentukan sikap
mental,kesempatan fisik dan disiplin untuk memenuhi
kebutuhan pengetahuan, keahlian dan keterampilan
bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk

menduduki sesuatu jabatan tertentu.
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2.  Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan (In Service
Training) adalah pendidikan dan pelatihan bagi PNS
dengan sasaran pendidikan dan pelatihan adalah
tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki
kualitas tertentu guna memenuhi persyaratan jabatan
tertentu. Dalam merencanakan kebutuhan pendidikan
dan pelatihan serta sejenisnya pimpinan instansi perlu
menyampaikan rencana kebutuhan pendidikan dan
pelatihan baik yang akan diselenggarakan sendiri

maupun yang akan diselenggarakan di luar instansi.

¢. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) mempunyai andil besar

dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa

mamfaat nyatayang ditanggung dari program pendidikan dan

pelatihan, Simamora Henry (2004).

a)
b)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas.

Mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai/karyawan
untukmencapai standar kinerja yang dapat diterima.

Membentuk sikap, loyalitas dan kerja sama yang saling
menguntungkan.

Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia.
Membantu pegawai/karyawan dalam peningkatan

pengembangan pribadimereka.
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d. Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

a)

b)

Diklat kepemimpinan selanjutnya disebut DIKLATPIM
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi
kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang
jabatan struktural.

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensiyang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan
Fungsional masing-masing jenis dan jenjang diklat Fungsional
untuk masing-masing jabatanfungsional ditetapkan oleh instansi
Pembina jabatan Fungsional yangbersangkutan.

Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi teknisyang diperlukan untuk pelaksanakan tugas
pegawai/ karyawan. Diklatteknis dapat dilaksanakan secara
berjenjang. Jenis dan jenjang diklatTeknis untuk masing-masing

jabatan ditetapkan oleh instansi teknis yangbersangkutan.

Metode Pendidikan dan Pelatihan

Ada beberapa macam metode Pendidikan dan Pelatihan yang

dipergunakan dalam wusaha meningkatkan mutu pegawai, baik

pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Metode pendidikan dan

pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program pendidikan.

Menurut Handoko (1994 : 112) terdapat dua kategori pokok program

pelatihan yaitu On the Job Training (dalam pekerjaan) dan off the job

training (di luar pekerjaan).
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On the Job Training (dalam pekerjaan)

Merupakan metode pelatihan dimanac pegawai dilatih

tentang pekerjaan baru dengan pengawasan langsung seorang

pelatih yang berpengalaman (biasanya pegawai lain). Teknik

yang biasa dipergunakan dalam praktek .untuk lebih jelasnya,

metode-metode tersebut diuraikan sebagai berikut :

1.

Rotasi Jabatan : pegawai diberikan pengetahuan tentang
bagian —bagian organisasi yang berbeda dalam praktek
berbagai macam keterampilan manajerial.

Latihan InstruksiPekerjaan : petunjuk atas pekerjaan
diberikan secara langsung pada pekerjaan dan digunakan
terutama untuk melatih para pegawai cara pelaksanaan
pekerjaan mereka sekarang.

Magang : merupakan proses belajar dari seseorang atau
beberapa orang yang lebih berpengalaman.

Bimbingan : atasan memberikan bimbingan dan
pengarahan kepada pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan
rutin mereka.

Penugasan sementara : penentuan pegawai pada posisi
manajerial untuk jangka waktu yang ditetapkan. Pegawai
terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan

masalah-masalah operasional yang nyata.

Off The Job Training (di luar pekerjaan)
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Merupakan suatu metode pelatihan yang dilaksanakan
pada lokasi yang terpisah dari pekerjaan dan dilaksanakan pada
waktu yang terpisah dari waktu kerja reguler.Handoko (1994
:114) menyatakan bahwa metode diluar pekerjaan ini terdiri dari
metode simulasi dan teknik-teknik presentasi informasi. Adapun
uraiannya sebagai berikut :

1. Metode simulasi : simulasi merupakan situasi atau
kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi
yang sebenarnya tapi hanya tiruan saja. Simulasi adalah
suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin terhadap
konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpainya.

2. Teknik Presentasi Informasi : tujuan utama teknik
persentase atau penyajian informasi adalah pengajaran
berbagai sikap,konsep atau keterampilan kepada peserta
pelatihan.

Sedangkan Wursanto (1994:79) membagi metode
pendidikan dan pelatihan pegawai menjadi beberapa bagian
antara lain :

a.  Pegawai Pelaksana
1)  Metode latihan sambil kerja
2)  Metode latihan vestibule
3)  Sekolah Kejuruan

4)  Metode sekolah latihan perusahaan
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b.  Para Pegawas

1)
2)
3)
4)

5)

Metode konferensi
Metode Kuliah
Metode giliran jabatan
Metode latihan Staf

Metode Kasus

c.  ParaManajer:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Metode pemberian tugas khusus

Metode pemecahan masalah

Metode coaching

Metode penyuluhan

Metode khusus yang direncanakan untuk penyelidikan
Seminar

Metode kepanitiaan

Metode pertemuan khusus

Metode penunjukkan dalam jabatan strategis

10) Metode pembentukan satuan tugas

11) Metode panel diskusi

Dengan demikian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

negeri

sipil membantu memberikan sejumlah

pengetahuan,kecakapan dan keterampilan serta sikap dalam

melaksanakan tugasnya sehingga tercipta pegawai Yyang
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bertanggyng jawab dan berwibawadalam mencapai hasil kerja
secara optimal.
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu hal penting dalam Diklat adalah kurikulum, karena
kurikulum menjadi pedoman dalam kegiatan belajar mengajar dalam
rangka mengembangkan kemampuan sumber daya manusia atau
sasaran Diklat.

Kurikulum merupakan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan
suatu proses pembelajaran. Terdapat beberapa teori tentang
kurikulum. Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan
berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan,
direncanakan dan dirancang secara sistematik yang berisi berbagai
bahan ajar dan pengalaman belajar baik yang berasal dari waktu yang
lalu,sekarang maupun yang akan datang. Atas dasar norma-norma
yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran
bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapi tujuan
pendidikan.

Menurut Robert Gagne (1967) dalam Khaerudin (2005),
kurikulum adalah suatu rangkaian unit materi belajar yang disusun
sedemikian rupa sehingga peserta diklat dapat mempelajarinya
berdasarkan kemampuan yang dimiliki atau dikuasai sebelumnya.
Khaerudin (2005), mengartikan bahwa kurikulum sebagai pengalaman

dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir oleh lembaga
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diklat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan
oleh suatu lembaga.

Dari kedua pengertian tersebut tidak ada yang bertentangan,
tetapi justru saling melengkapi. Hanya saja pada pengertian pertama
kurikulum dimaknai dalam arti sempit. Sedangkan pengertian kedua,
kurikulum dimaknai dalam arti luas, karena kegiatannya tidak hanya
kegiatan belajar tetapi juga menyangkut pengalaman yang dialami
selama di lembaga diklat.Dalam dimensinya sebagai kurikulum diklat,
maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana
program pendidikan dan pelatihan yang berisikan materi diklat,
metode, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sutu pendidikan
dan pelatihan serta untuk mencapai tujuan diklat tersebut.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat diartikan sebagai
akusisi dari pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills), dan sikap
(attitudes) yang memampukan manusia untuk mencapai tujuan
individual dan organisasi saat ini dan di masa depan (Bambrough
1998). Dalam terminologi lain, diklat dipisahkan secara tegas, yakni
Pendidikan dan Pelatihan. Menurut Nasution (2000), Pendidikan
adalah suatu proses, teknis dan metode belajar mengajar dengan
maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang
lain sesuai dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan menurut Pont (1991) Pelatihan adalah mengembangkan

orang-orang sebagai individu dan mendorong mereka menjadi lebih
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percaya diri dan berkemampuan dalam hidup dan pekerjaannya.
Pendidikan dan Pelatihan adalah suatu proses yang sistematik untuk
mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan serta
perilaku yang berguna untuk mencari kecocokan antara kemampuan
dan permintaan kebutuhan organisasi dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut Rivai (2005) pelatihan sebagai bagian dari pendidikan
yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan
ketrampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang
relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek
dari pada teori, sementara ketrampilan adalah meliputi pengertian
physical skill, social skill, managerial skill dan lain-lain. Lebih lanjut
disebutkan bahwa pengertian pelatihan adalah proses secara sistimatis
mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi,
pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk
melaksanakan pekerjaan saat ini dan membantu pegawai untuk
mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar lebih berhasil dalam
melaksa-nakan pekerjaannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 tahun 2000
tentang Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS Pasal 8 disebutkan
bahwa Diklat dalam jabatan untuk  mengembangkan
pengetahuan,keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya. Diklat

dalam jabatan terdiri dari :
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Diklat Kepemimpinan yang selanjunya disebut Diklatpim dilaksa-
nakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan
aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan strukural.
Diklatpim terdiri dari :

- Diklatpim tingkat 1V adalah Diklatpim untuk jabatan

struktural Eselon IV.

- Diklatpim tingkat I11 adalah

- Diklatpim tingkat 11
Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan
fungsional masing-masing.
Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS

Kurikulum sebagai sebuah sistem, memiliki komponen-

komponen yang saling berkaitan antara komponen yang satu dengan

komponen lainnya. Menurut H.H. Giles et al, dalam Khaerudin

(2005), komponen kurikulum meliputi : Tujuan, materi/isi/bahan,

metode dan organisasi, serta evaluasi.

1)

Komponen Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Komponen tujuan merupakan komponen yang pertama
dan utama dalam pengembangan kurikulum, karena ia akan
menjadi acuan bagi komponen kurikulum lainnya, sehingga ia

akan dijadikan fokus dan mewarnai komponen bahan, metode
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dan evaluasi. Sedangkan secara spesifik menurut Khaerudin
(2005), yang dimaksud dengan bahankurikulum adalah segala
sesuatu yang diberikan kepada peserta diklat dalam kegiatan
belajar mengajar.

Isi dari kegiatan tersebut adalah isi dari kurikulum.lIsi
atau bahan tersebut tersusun berbagai program pendidikan
berdasarkan jenis dan program diklat, kemudian dikemas dalam
berbagai bidang diklat yang kemudian dijabarkan dalam pokok
dan sub pokok bahasan, yang secara lebih rinci disusun dalam
bentuk bahan pengajaran dalam berbagai bentuknya.

Komponen metode dan organisasi, secara spesifik
berkaitan dengan strategi pembelajaran. Dalam konteks ini
komponen metode dan organisasi dalam sistem kurikulum
adalah membahas , siapa melakukan apa, dengan cara apa,
menggunakan apa, bagaimana dan kapan melakukannya.

Komponen evaluasi sebagai subsistem dari sistem
kurikulum, memiliki fungsi sebagai alat kontrol untuk melihat
apakah tujuan kurikulum telah dikuasai peserta diklat.Oleh
karena itu komponen evaluasi harus mengacu pada kemampuan-
kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan.Hasil dari evaluasi
dapat dijadikan umpan balik bagi komponen-komponen lainnya,
seperti materi, metode, bahkan evaluasi itu sendiri. Tahapan

dalam pengembangan kurikulum menurut Khaerudin (2005),



2)

34

meliputi : Analisis kebutuhan/analisis tugas, perumusan tujuan,
pemilihan dan pengembangan materi/bahan ajar, pemilihan dan
pengorganisasian pengalaman belajar/strategi dan
pengembangan alat evaluasi.

Dalam pedoman penyusunan kurikulum diklat yang
disusun oleh Kementerian Kesehatan RI, disebutkan beberapa
komponen kurikulum, antara lain: Latar belakang.Pada bagian
ini dijelaskan tentang alasan atau latar belakang perlunya
diadakan diklat.

Filosofi merupakan bagian dimana kurikulum memper-
hatikan hak-hak peserta. Kompetensi. Bagian kompetensi adalah
bagian dimana dijelaskan kompetensi-kompetensi yang akan
disampaikan dalam diklat tersebut. Tujuan diklat adalah tujuan
kompetensi diklat yang ingin dicapai oleh peserta setelah
menjalani diklat.

Tujuan dari Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

Kurikulum merupakan sebuah rencana yang disusun
secara rinci dan sistematik untuk mencapai suatu tujuan
pembelajaran.  Kurikulum  merupakan seluruh  program
pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan.
Kurikulum dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional
sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan
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bahwa:“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikantertentu”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum
dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman
penyelenggaraan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan
pendidikan tertentu.Dalam persektif pendidikan dan pelatihan,
dapat dikatakan bahwa kurikulum pendidikan dan pelatihan
desusun dengan tujuan agar digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan
dari pendidikan dan pelatihan tersebut.Hal ini penting untuk
mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dari pendidikan dan
pelatihan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Pendekatan dalam Kurikulum

Dalam kurikulum disampaikan beberapa pendekatan
yang digunakan dalam pembelajaran. Penjelasan tentang
pendekatan ini  dalam kurikulum  terbagi pada
pendekatan/strategi kognitif, pendekatan/strategi afektif, dan
pendekatan/strategi psikomotor.

Strategi/pendekatan kognitif dirumuskan berdasarkan
hakekat proses belajar itu sendiri. Di sini dikenal dengan dua

pendekatan utam, yaitu deduktif dan induktif. Pada pendekatan
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deduktif, peserta diajak berpikir mulai dari masalah yang
bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.Misalnya dalam
diklat kepemimpinan, peserta diajak berpikir mulai dari materi
tentang pengertian kepemimpinan, sudut pandang terhadap
kepemimpinan, berbagai tipe pemimpin, dan contoh-contoh
prilaku pemimpin tertentu.Sebaliknya, pada pendekatan
induktif, peserta diajak untuk berpikir dari hal yang khusus
menuju hal yang bersifat umum.Contohnya, pada materi
kepemimpinan, peserta mulai dari diajak berpikir tentang
pengumpulan data perilaku pemimpin, pengelompokan
berdasarkan kriteria kepemimpinan tertentu, deskripsi ciri-ciri
tisp kelompok, dan akhirnya generalisasi ke dalam teori
kepemimpinan.

Dalam kenyataannya, sulit ditemukan pendekatan murni.
Seringkali digabungkan, karena materi yang terkandung juga
bervariasi. Hal ini berkatian langsung dengan taksonomi tujuan
di depan. Apabila untuk tujuan sintesis digunakan pendekatan
deduktif, tentu akan didapatkan kesalahan. Demikian juga jika
untuk tujuan aplikasi dipergunakan pendekatan induktif, akan
didapatkan pembuangan waktu yang tak sembarang. Pada
umumnya, makin tinggi tingkat kognitif, pendekatannya makin
ke arah induktif. Dalam pelaksanaannya bisa saja digunakan

ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Itu sangat bergantung
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kepada ketersediaan waktu dan prasarana. Pemilihan metode

selalu bersifat kondisional.Untuk tujuan-tujuan kognitif, sudah

sangat banyak dikembangkan teknik - teknik pengajaran.

Tinggal bagaimana memanfaatkannya pada situasi yang tepat.

Berikutnya adalah pendekatan afektif. Ranah ini masih
jarang dijelajahi.Tetapi terdapat beberapa pendekatan dalam
penanaman nilai / afeksi ini yang cukup terkenal. Di sini
disajikan tiga pendekatan , vyaitu insculcation (directed
suggestion), evakuasi (evacuation), dan Value Clarification

Technique (VCT). Dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Insculcation, atau directed suggestion adalah pendekatan
dimana peserta disugesti atau di dorong terus menerius
menuju suatu nilai atau sikap tertentu. Seluruh situasi
diatur sehingga arah sikap adalah kepada yang
diajarkan.Sebenarnya ini mirip dengan
indoktrinasi.Retorika yang diterapkan pada latihan-latihan
sering kali menggunakan pendekatan ini, dimana pemandu
mengarahkan kepada suatu topik.

b)  Evakuasi (Evacuation). Pada pendekatan ini, peserta
dibiarkan saja mengemukakan pendapat tentang suatu hal,
sesuai denan pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki
sebelumnya. Pengungkapan-pengungkapan itu digunakan

oleh guru / pemandu untuk menemukan nilai yang
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terkandung. Pendekatan ini berdasarkan anggapan bahwa
apabila dibiarkan bebas, manusia akan menuju kepada
sikap atau nilai yang baik. Istilah yang cukup terkenal
untuk ini adalah citra diri.Terdapat kemiripan dengan
evakuasi, dimana peserta mengungkapkan idealisasinya
masing-masing.

c) Value Clarification Technique (VCT).Teknik ini
mengenalkan nilai dengan cara bermacam-macam, baik
dibandingkan maupun dipertentangkan dengan nilai-nilai
lain, atau dikaitkan dengan kenyataan.

Pendekatan ini menekankan kepada :

a)  Contoh-contoh konkrit dari nilai (examplorator)

b)  Perbandingan nilai dengan yang lain

c) Identifikasi nilai menjadi lebih jelas / rinci melalui proses
pengenalan individu

Contoh paling nyata dari pendekatan ini adalah simulasi

P4. Pada simulasi, nilai yang terkandung diklarifikasikan

sehingga nilai itu menjadi kebiasaan, dan menyatu dalam diri

individu. Ketiga pendekatan di atas dapat dilaksanakan dengan
berbagai teknik pula, baik diskusi, ceramah, simulasi, role
playing dan sebagainya. Semuanya tergantung pada keadaan

kelas itu sendiri.
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Pendekatan terakhir adalah pendekatan pada aspek
psikomotor. Pada aspek psikomotor, selain pembahasannya
yang tak sempurna, terlalu sedikit pula kajian yang telah
dilakukan terhadap domain ini, termasuk metodologi
pengajarannya. Tetapi, sebenarnya untuk melatih fisik kepada
suatu keterampilan, kuncinya terletak kepada dua hal : praktek
dan pengalaman.

a)  Praktek, berarti menjalankan gerakan-gerakan pada waktu
melatihnya. Keterampilan-keterampilan tingkat tinggi
memerlukan praktek untuk menguasainya, misalnya cara
tubuh melempar cakram di dalam pelajaran olah raga, atau
gerak bibir pada saat berpidato. Untuk penguasaaannya
diperlukan praktek.

b)  Pengalaman, artinya beberapa hanya dapat menguasainya
dengan pengalaman langsung dalam kenyataan. Misalnya
untuk tujuan gerak komunikasi non verbal, maka hanya
dengan pengalaman, hal itu dapat dilakukan.

Sebenarnya, seringkali yang dilatihkan bukanlah ranah
psikomotor ini.Yang paling banyak adalah ranah kognitif yang
memerlukan kemampuan fisik. Sebut misalnya masalah cara
berdiskusi. Cara berdiskusi termasuk dalam knowledge, tetapi
hanya bisa dijalankan apabila mempunyai mulut yang bisa

berbicara. Di sini perlu dibedakan antara psikomotor dengan
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kognitif yang memerlukan gerakan khusus. Karena itulah

pendekatan yang sering muncul adalah berdasarkan kognisi apa

yang akan diperkenalkan, dan bukan berdasarkan gerakan apa
yang akan dilakukan.

Termasuk dalam kerangka pengertian strategi adalah
bagaimana memanfaatkan sepenuhnya sumber-sumber yang
terdapat di sekitar pendidikan.Sumber belajar itu bisa berupa
media maupun peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
kurikulum.Lebih detilnya tentang pendekatan, metode, dan
media / peralatan, terdapat pada naskah tentang perencanaan
instruksional.

Langkah-Langkah Penyusunan Kurikulum Diklat

Untuk merancang suatu kurikulum dan menyajikannya
dalam suatu sajian tertentu, maka dianjurkan langkah-langkah
berikut :

a)  Perumusan Tujuan. Di dalam merumuskan tujuan, perlu
diperhatikan apa yang ingin didapat oleh peserta seusai
proses. Dalam perumusan tujuan, perlu diingat :Tujuan
adalah pada diri peserta, tujuan berupa hasil belajar
perilaku tertentu (biasanya dinyatakan dengan infinitive /
kata kerja tertentu), objek dari tujuan itu (berupa

materinya)
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b)  Berikut ini contoh perumusan tujuan yang baik :"Peserta
memahami konsep situasional leadership dan mampu
memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari".Tujuan
yang dirumuskan di dalam kurikulum adalah tujuan umum
yang tidak bisa langsung dilakukan pengamatan atau
pengukuran.

c) Perumusan Materi. Dalam menyusun materi perlu
diperhatikan dua hal: scope dan sequence-nya. Artinya
materi dibatasi pada masalah tertentu dan diurutkan sesuai
jalan logikanya. Materi ini di samping dituliskan
strukturnya, perlu juga diberikan uraian singkatnya.

d) Perumusan Metode dan Strategi. Metode atau strategi
yang dipilih dirincikan.Untuk suatu tujuan atau materi
tertentu bisa saja digunakan beberapa metode, demikian
juga sebaliknya.

e)  Penentuan alat evaluasi yang diperlukan

f)  Penyajian kurikulum tersebut dalam bentuk tertentu.
Sebaiknya menggunakan format kolom yang boleh
dikatakan sebagai standar
D. Pengertian Disiplin Pegawai

Disiplin pegawai merupakan salah satu faktor yang penting
diperhatikan dan dipenuhi oleh setiap organisasi baik maupun pemerintah

maupun swasta dalam menjalankan organisasi demi mencapai tujuan
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sebagaimana yang diharapkan. Singodimdjo dalam Sutrisno (2011:86),
mengatakan disiplin adalah sikap kesediaan dan erelaan seseorang untuk
memathi dan menaati norma-norma peratura yang berlaku di sekitarnya.
Disiplin  karyawan yang baik akanmempercepat tujuan perusahaan,
sedangkan disiplin  yang merosot akan menjadi penghalan dan
memperlambat pencapaian tujuan perusaaan.

Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada
pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan.Dengan
demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam perusahaan itu
diabaikan, atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai disiplin kerja
yang buruk. Sebaliknya, bila karyawan tunduk pada ketetapan perusahaan,
menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. Dalam arti yang lebih
sempit dan lebih banyak dipakai, disiplin berarti tindakan yang diambil
untuk mengoreksi perilaku dan sikap yang salah pada karyawan (Siagian
dalam Sutrisno (2011:86). Bentuk sikap yang baik akan tercermin pada
suasana , yaitu :

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan
perusahaan.

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam
melakukan pekerjaan.

3. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan

tugas dengan sebaik-baiknya.
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4. Berkembangnya rasa memiiki dan rasa solidaritas yang tinggi di
kalangan karyawan.
5. Meningkatnya efesiensi dan produktifitas kerja para karyawan.

Menurut Terry, disiplin merupakan alat penggerak karyawan, agar
tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar , maka harus diusahakan agar
displin yang baik. Tery kurang setuju jika disiplin hanya dihubungkan
dengan hal-hal yang kurang menyenangkan (hukuman), karena sebenarnya
hukuman merupakan alat paling akhir untuk menegakan disiplin.

Sedangkan Menurut Latainer, defenisi disiplin  adalah suatu
kekuatan yang berkembang didalam tubuh karyawan dan meyebabkan
karyawan dapat menyesuaikan dri dengan sukarela pada keputusan,
peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Dalam arti
sempit, biasanya dihubungkan dengan hukuman kepada seorang karyawan
hanya merupakan sebagian dari persoalan disiplin.Hal demikian jarang
terjadi dan hanya dilakukan bilamana usaha-usaha pendekatan secara
konstruktif mengalami kegagalan.

Sementara itu Beach (dalam Sutrisno, 2011), mengemukakan tentang
definisi disiplin kedalam dua pengertian.Pertama melibatkan belajar atau
mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau hukuman.Kedua, lebih
sempit lagi, yaitu disiplin hanya bertalian dengan tindakan hukuman
disiplin.

a. Pentingnya Disiplin Kerja
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Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan disiplin adalah salah
satu metode untuk memelihara keteraturan tersebut. Tujuan utama disiplin
adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan cara
mencengah pemborosan waktu dan energi. Selain itu,disiplin mencoba
untuk mencegah kerusakan atau kehilanghan harta benda, mesin ,peralatan
dan perlengkapan yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian, senda gurau
atau pencurian. Disiplin mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran
yang disebabkan karena kurang perhatian, ketidakmampuan dan
keterlambatan.

Dilihat dari esensi pokoknya, disiplin kerja sangat besar
manfaatnya, tidak hanya untuk kepentingan organisasi semat,
melainkan juga bermanfaat bagi para karyawan.Bagi organisasi
adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas,sehingga diperoleh hasil yang optimal.
Adapun bagi karyawan akan diperoleh suasana kerja yang
menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam
melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, karyawan dapat
melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat
mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demmi
terwujudnya tujuan organisasi.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja
Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2011:89), faktor yang

mempengaruhi  disiplin  kerja pegawai adalah Besar kecilnya
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kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin.Para karyawan
akan mematuhi  segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa
mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya
yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. Bila ia menerima
kompensasi memadai, mereka akan dapat bekerja dengan tenang dan
tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya.Akan
tetapi, bila ia merasa kompensasi yang diterimanya jauh dari
memadai, maka ia akan berfikir mendua dan berusaha untuk mencari
tambahan penghasilan dari luar sehingga meyebabkan ia sering
mangkir dan minta izin keluar.
E. Pengertian Kinerja Pegawai

Thoha (2004,.31) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang
dalam strategic planning oragisasi.

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance
yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh
seseorang.Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari
suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam

manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan
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atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan(Luthans
2005:165).

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil
kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41).Kinerja adalah
hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh
seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan
(Mangkunagara, 2002:22).

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara
keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,
target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah
disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50).

Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja
pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai.
Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-
masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong,
1999:15).Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan
tingkah laku.Sebgai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang
diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya.

Ada bebrapa faktor—faktor yang mempengaruhi kinerja kurang

optimal dalam setiap penerapan sebagi berikut :
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1) Efektifitas dan efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh
mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-
akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang
dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif
dinamakan tidak efesien.Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak
penting atau remeh maka kegiatan tersebut efesien (Prawirosentono,

1999:27).

2) Otoritas (wewenang)

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau
perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota
organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan
kerja sesuai dengan kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27).
Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang

tidak boleh dalam organisasi tersebut.

3) Disiplin

4)

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku
(Prawirosentono, 1999:27).Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan
karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja
dengan organisasi dimana dia bekerja.

Inisiatif
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Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas
dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan
dengan tujuan organisasi.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan
berkorelasi, dalam hal melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh
Pendidikan, Pelatihan dan Displin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas
PUPR Kota Parepare” ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasa didalam penelitian
ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar
berpikir dalam melakukan kajian.

Dalam hal ini, peneliti mengambil penelitian sebelumnya, sebagai
pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu
berdasarkan penelitian terdahulu pada skripsi universitas 45 Makassar yang
dilakukan oleh Rini, mahasiswa Program Studi Manajemen Program Pasca
Sarjana Tahun 2013 yang berjudul “Studi Pemberdayaan Pegawai Dalam
Meningkatkan Kinerja Pada Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar” dengan
metode penelitian kualitatif dan kauntitatif. Hasil penelitian bahwa sistem
yang digunakan oleh Sekretariat Kabupaten Mandar dalam melakukan
pemberdayaan terhadap Aparatur Sipil Negara bahwa motivasi sangatlah
mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja dalam hal ini pemberian intensif

atau bonus kepada pegawai secara kontinyu dan promosi jabatan sesuai
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dengan kepangkatan akan mempengaruhi peningkatan pemberdayaan terhadap
motivasi.

Penelitian berikutnya yang menjadi bahan perbandingan adalah
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, skripsi Universitas Negeri Semarang
yang dilakukan oleh Apri Triyani, mahasiswa program studi Pendidikan
Akuntansi Fakultas Ekonomi tahun 2009 yang berjudul "Pengaruh Pendidikan
Dan Pelatihan, Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi-Akuntansi
SMA Negeri Dan Swasta Se-Purwokerto”. Berdasarkan hasil penelitian oleh
peneliti tersebut menemukan hasil penelitian bahwasanya pengaruh
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru SMA
Negri Se-Purwokerto terjadi peningkatan sebesar 34,93% dan peningkatan
untuk SMA Swasta Se-Purwokerto sebesar 38,56%.

Lanjut pada penelitian ketiga yakni penelitian yang berasala dari
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Okky Mario Satria
Perdana, mahasiswa program studi llmu Administrasi Negara Fakultas llmu
Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “Pengaruh Pendidikan — Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja
Pegawai Di Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Banten”. Penelitian
tersebut dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja menemukan titik
terang bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan produktifitas kerja
pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.

Sedangkan dalam penelitian ini, membahas mengenai Pengaruh

Pendidikan, Pelatihan dan Displin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare dengan
menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang dalam penelitian ini
membahas tentang bagaimana Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Displin
Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas PUPR Kota Parepare.

Tabel: 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu

Batasan . .
2
No. Nama dan Rumusan lIBOLESlS?Fokus Hasil Penelitian
Judul
Masalah
1  Studi Pember-  Apakah faktor- Diduga bahwa Meningkatkan pemberda-

dayaan pegawai faktor inde- pemberdayaan yaan terhadap moti-vasi

Dalam Mening- penden (X1-. Xs) pegawai, motivasi, sangatlah mempenga-
katkan Kinerja berpenga-ruh pendidikan, pela-  ruhi  dalam  mening-
Pada Sekre- terhadap kinerja  tihan, penempatan  katkan Kkinerja dalam hal
tariat Kab. pegawai pada kerja, dan ini  pemberian intensif
Polewali Sekretariat kompen-sasi atau bonus kepada pega-
Mandar Daerah Kab. berpengaruh wai secara kontinyu dan

Polman? secara penting dan  promosi jabatan sesuai

Faktor-faktor

signifikan terhadap
Kinerja pegawai di
Sekretariat Kab.
Polman.

Diduga bahwa

dengan kepangkatan akan
mempengaruhi  pening-
katan pemberdayaan ter-
hadap motivasi.

Dimana pokok masalah

apakah yang variabel motivasi  yang diajukan oleh pene-
paling dominan  paling dominan liti terbukti bahwa faktor
berpengaruh berpengaruh pemberdayaan yang ter-
terhadap terhadap kinerja diri dari motivasi, pendi-

peningkatan
kKinerja pegawai

pegawai.

dikan, pelatihan, penem-
patan dan kompensasi,

pada Sekretariat secara bersamasama dari
Daerah semua variabel berpenga-
Kabupaten ruh signifikan terhadap
Polman? kinerja pegawai pada

Pengaruh Pen-
tihan, Motivasi

Kinerja Guru
Ekonomi-

Apakah pendi-
didikan & Pela- dikan dan pela-
tihan yang diikuti
Kerja Terhadap guru berpengaruh
terhadap kinerja
guru ekonomi-

Jumlah diklat yang
diikuti gur
berpengaruh
terhadap kinerja
guru Ekonomi-
Akuntansi SMA

Akuntansi SMA akuntansi di SMA Negeri dan Swasta

Sekretariat  Pemerintah
Daerah Kab.Polman

Ada Pengaruh positif
pendidikan dan pelatihan
terhadap terhadap kinerja
guru ekonomi-akuntansi
SMA Negeri dan Swasta
Se-Purwokerto
(sebesar34,93%)



Negeri Dan
Swasta Se-
Purwokerto

Pengaruh Dik-
lat Kepemim-
pinan Tingkat
IV Terhadap
Peningkatan
Produktivitas
Kerja Pegawai
Di Badan Pen-
didikan dan
Pelatihan
Prov.Banten
A.Muliadi,
2017. Analisis
Kinerja Pega-
wai Pada Dinas
Pekerjaan
Umum Dan
Penataan
Ruang Kota
Parepare

Negeri dan
Swasta Se-
Purwokerto?

Apakah moti-
vasi kerja ber-
pengaruh terha-
dap kinerja guru
ekonomi-akun-
tansi di SMAN
dan Swasta Se-
Purwokerto?
Apakah terdapat
pengaruh antara
Diklat kepe-
mimpinan tkt VI
Thdp pening-
katan produkti-
fitas kerja pega-
wai di Badan
Pendidikan dan
Pelatihan Prov.
Banten
Bagaimana des-
kripsi kontribusi
tingkat pendi-
dikan aparatur
kepada Dinas
PUPR Kota
Parepare?
Bagaimana rea-
litas kontribusi
pelatihan kepada
Dinas PUPR
Kota Parepare?

Bagaimana
aplikasi kedisip-
linan aparatur
pada Dinas PUPR
Kota Parepare

Se-Purwokerto.

Motivasi kerja
berpengaruh
terhadap kinerja
guru ekonomi-
akuntansi SMA
Negeri dan Swasta
Se-Purwokerto

Terdapat pengaruh
signifikan antara
Diklat kepemim-
pinan tingkat VI
terhadap pening-
katan produktifitas
kerja Badan Pen-
didikan dan Pela-
tihan Provinsi
Banten

Deskripsi
kontribusi tingkat
pendidikan
aparatur kepada
Dinas PUPR Kota
Parepare

Realitas kontribusi
pelatihan aparatur
kepada Dinas
PUPR Kota
Parepare

Aplikasi
kedisiplinan
aparatur pada
Dinas PUPR Kota
Parepare
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Ada pengaruh positif
motivasi kerja terhadap
Kinerja guru ekonomi-
akuntansi SMA Negeri
dan Swasta Se-
Purwokerto (sebesar
38,56%)

Berdasarkan hasil
penelitian dan analisis
data yang telah dilakukan
peneliti mengenai
pendidikan-pelatihan
mencapai 77,15% dan
produktifitas kerja
mencapai 78,85%, dari
kedua hasil indikator
tersebut berada dalam
kategori baik.

Temuan penelitian
menunjukkan kontribusi
tingkat pendidikan
aparatur kepada Dinas
PUPR dalam kategori
sedang.

Hasil penelitian memper-
lihatkan pelayanan yang
responsif terhadap
stakeholders,

Analisis hasil peelitian
mendeskripsikan kedisip-
linan aparatur sangat
variatif
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G. Kerangka Konsep Penelitian

Dinas PUPR Kota Parepare adalah merupakan suatu lembaga
pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas
PUPR Kota Parepare yakni melaksanakan urusan umum pemerintahan
bidang PUPR yang menjadi kewenangan daerah, dan melaksanakan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Sedangkan fungsi
Dinas PUPR Kota Parepare adalah perumusan kebijakan bidang PUPR,
pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang PUPR, pengordinasian
evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang PUPR, pelaksanaan
administrasi umum dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung Kkinerja
organisasi.

Oleh karena itu, sangatlah tepat jika Dinas PUPR Kota Parepare
melakukan pemberdayaan pegawai melalui pendidikan dan latihan dalam
meningkatkan motivasi pegawai untuk melaksanakan tupoksi dari setiap
pegawai, sedangkan untuk meningkatkan pemberdayaan pegawai dilakukan
dengan upaya peningkatan aspek-aspek yang mendasari unsur tersebut
yakni kemampuan, kapasitas, peluang, pengetahuan dan keterampilan kerja
individu serta meningkatkan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai
pada sekretariat Daerah kabupaten Polman.

Dimana yang menjadi obyek kerangka pikir penelitian adalah
Efektifitas Pendidikan, Pelatihan dan Displin Kerja terhadap Kinerja

Pegawai Pada Dinas PUPR Kota Parepare.
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Gambar 2.1: Kerangka Konsep Penelitian

Deskripsi Kontribusi Pendidikan

1.Daya tanggap
) 2.Efektivitas |
3.Kepercayaan
4.Empati

Realitas Kontribusi Pelatihan

DINAS PUPR PENINGKATAN

KOTA 1 Keandalan KUALITAS KERJA
PAREPARE 2 Terbukti PEGAWAI

3.Jaminan
4. Kualitas

Aplikasi Kedisiplinan

—> 1.Disiplin kerja —
2.Disiplin waktu
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BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Lokasidan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

2.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Parepare dengan obyek penelitian

adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

Pemilihan Dinas PUPR sebagai lokus penelitian dan Pengaruh Pendidikan,

Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparatur sebagai focus

penelitian, didasarkan pada pertimbangan:

a.

Selain sebagai ibukota di Indonesia Bagian Timur, Kota Parepare juga
menjadi  barometer penyelenggaran pembangunan di  Indonesia
BagianTimur.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai eksekutor proyek yang berskala besar,
kerap melahirkan berbagai problem.

Kepedulian sebagian besar masyarakat di Kota Parepare terhadap aspek

pembangunan daerah tergolong cukup tinggi.

Waktu Penelitian

Berdasarkan deskripsi Analisis Faktor Determinan Kinerja Aparatur

Pada Dinas PUPR di Kota Parepare, maka prapenelitian dan penelitian

dilaksanakan dimulai sejak pertengahan bulan Juni 2017 sampai dengan akhir

bulan Agustus tahun 2017, disesuaikan dengan jadwal dan batas waktu

penelitian..

56



55

B. JenisdanPendekatanPenelitian

Penelitian ini adalah tergolong jenis penelitian fenomenologis dan
pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hal ini
dimaksudkan untuk dapat memberikan deskripsi secara sistematis, factual dan
actual terhadap obyek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2005: 1) metode
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif dan
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Salah satukekuatanpenelitiankualitatifadalahkemampuannyamengu-
raikansecararincigejalaempiris yang sedangdikaji.Disampingitu, pengum-pulan
data dilakukansecaralangsungkepadasumber data dandenganmetodetriangulasi
yang mengutamakanperspektifemik, yaitulebihmenekankan proses
daripadahasilnya. Sedangkanpemilihaninformanbersifat purposive dan snowball
yaitulebihmementingkanmakna,
dananalisisdilakukansecarainduktifsejakawalpenelitian, sepanjangpenelitian,
dansetelahselesaipenelitian.

Pendekatanpenelitiandeskriptifkualitatifdenganjenispenelitianfenomenologi
bertujuanmendeskripsikansecarasistematisdananalitiktentangsifat-sifatindividu,
gejala,
dankeadaankelompoktertentuuntukmenentukanpenyebaransuatugejalahubunganter
tentuantarasatugejaladangejalalainnyadalammasyarakat.Dalampenelitianinimenga

nalisis 3 (tiga) fokus: (1) KontribusipendidikanterhadapkinerjaaparaturpadaDinas
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PUPR Kota Parepare,
(2) KontribusipelatihanterhadapkinerjaaparaturpadaDinas PUPR Kota Parepare,
dan (3) KontribusidisiplinkerjaterhadapkinerjaaparaturpadaDinas PUPR Kota
Parepare. Data penelitian yang dikumpulkandijadikandasaruntukmenggali data
PUPR KotaParepare, yang memilikitingkatvaliditasdanreliabilitas yang tinggi.
C. Sumber Data danlnformanPenelitian

Sumber data penelitianinidijaringdarisumber data primer dan data
sekundersesuaidenganproporsitujuanpenelitian.Adapunsumber data yang
dimaksudadalah:

1. Sumber data primer adalahdariinforman yang terdiridari; (a) KepalaDinas
PUPR; (b) SekretarisDinas PUPR, (c) KepalabidangDinas PUPR;
(d) KepalaseksiDinas PUPR; (e) Staf; Dinas PUPR (f) Stakeholders
(masyarakat yang berkepentingan); (g) Pengurus LSM; dan (h) Kru media
cetakdanelektronik.

2. Sumber data  sekunderadalahsumber  data  pendukung  yang
diperlukanuntukmelengkapi data primer. Hal
inidilakukansebagaiupayapenyesuaiandengankebutuhan  data lapangan
yang terkaitdenganfokus yang dikaji. Data
sekunderterutamadiperolehmelaluidokumentasi; uu RI;
PeraturanPengganti UU RI; PeraturanPemerintah RI; PeraturanPresiden
RI; KeputusanPresiden RI; PeraturanMenteri; KeputusanMenteri;
Peraturan Daerah; KeputusanWalikota Kota Parepare; Peraturan DPRD

Kota Parepare; dan lain-lain  yang terkaitdenganfungsiDinas
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PUPRdandokumententangPendidikan,
pelatihandankedisiplinanaparaturDinas PUPR di Kota Parepare.

D. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Bertitiktolakpadamasalahpenelitian, makapenelitianinidiarahkanpada 3
(tiga) fokuspenelitiandengan 10 (sepuluh) indikatorfokuspenelitian, serta5 (lima)
prediktorfokuspenelitian, yaitu:

1.  DeskripsikontribusitingkatpendidikanaparaturkepadaDinas PUPR  Kota
Parepareyaitukualitas hasil pendidikan aparatur berkontribusi kepada dinas,
yang dinilai oleh indikatorberikut:

a. Daya tanggap(Responsivenes) kinerja aparaturadalah kesadaran atau
keinginan untuk membantu stakeholders dalam memberikan pelayanan.

b. Efektivitas (Effectiveness) kinerja aparatur adalah kompetensi aparatur
dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholders secara cepat dan
akurat.

c. Kepercayaan (Confidence) kinerja aparatur adalah memberikan keyakinan
kepada stakeholders bahwa DinasPUPR Kota Parepare layak dipercaya
menangani ataspelayananstakeholders. Mengukur indikator ini digunakan
tiga prediktor yakni: (1) Afektif yatiu diwujudkan pada perilaku aparatur
yang melibatkan  faktor emosional kepada organisasi, (2)
Kontinyudiwujudkan pada perilaku aparatur yang merefleksikan
pelayanan secara berkesinam-bungan, dan (3) Normatif adalah kegigihan

mengim-plementasikan berbagai peraturan yang berlaku tanpa terkecuali.
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d. Empati (Emphaty) kinerja aparatur yaitu kemauan memberikan pelayanan
melalui pendekatan personal relation dalam memberikan perlindungan
serta berusaha untuk mengetahui kebutuhan stakeholders.

2. Realitaskontribusi pelatihan aparaturkepada Dinas PUPR Kota Parepare yaitu
kualitas hasil pelatihan aparaturberkontribusi kepada dinas, yang dinilai oleh
indikator berikut:

a. Keandalan (Reliability)kinerja aparatur adalah kemampuan pelayanan
secara cepat dan benar kepada stakeholders yang berhubungan dengan
kompetensi teknis. Kompetensi teknis berkaitan dengan teknik menjalan-
kan tugas sesuai SOP yang ditetapkan dan dapat diandalkan.

b. Terbukti (Tangible) kinerja aparatur adalah berkaitan dengan penampilan
aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkenaan dengan suasana
nyaman dan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang
pelayanan terhadap stakeholders.

c. Jaminan (Assurance) Kkinerja aparatur mencakup pengetahuan atau
wawasan dan kemampuan aparatur yang memberikan keyakinan dan
jaminan keamanan terhadap stakeholders. Kepastian pelayanan
stakeholders mencakup kepastian biaya, kejelasan informasi dan ketepatan
waktu pelayanan.

d. Kualitas (Quality) kinerja aparatur merupakan mutu suatu hasil kerja tim
yang dimiliki PUPR vyang diapresiasikan dan dimanfaatkan dalam
pelayanan terhadap stakeholders, yang diukur dalam indikator ini adalah:

(1) Kualitas kinerja adalah kemampuan aparatur merespon kepentingan
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stakeholders untuk memperoleh layanan, yang baik dan benar, dan (2)
Kualitas fasilitas adalah keadaan mutu sarana dan prasarana yang dimiliki
PUPR yang dimanfaatkan dalam pelayanan terhadap stakeholders.

3. Aplikasikedisiplinanaparatur pada Dinas PUPR Kota Parepare yaitukomitmen
birokrat dinas menerapkan kedisiplian aparatur, yang dinilai oleh indikator
berikut:

a. Disiplin kerja adalah kompetensi aparatur terhadap kualitas kerja atas tugas
dan fungsinya sesuai regulasi dan Standard Operational Precedure (SOP).
b. Disiplin waktu adalah pemanfaatan waktu seefisien mungkin untuk menja-
lankan tugas dan fungsi aparatur.
E. InstrumenPenelitian
InstrumenpenelitiankualitatifterfokuspadapenelitiantentanganalisisDinas
PUPR Kota Parepare yang dideskripsikansesuai data empiriksecara

naratif.Olehsebabituinstrumenpenelitianadalahpenelitisendiri.Penelitisebagaiinstr

umenpenelitianmenggunakanbeberapaalatkelengkapanyaitu: 1)
Pedomanwawancara, berisidaftarpertanyaanterbuka yang
merupakanpenjabaranfokuspenelitian, yang

ditujukanuntukmenggaliinformasidariparasubjekpenelitian.

Pedomanwawancaramendalamditujukankepadasubjekutamapenelitian.Pedoma
nwawancarahanyaberfungsisebagaipetunjukdalamwawancaradengansubjek agar
tidakkeluardarikonteksdanfokuspenelitian;  (2)  Pedomanobservasi,  berisi
rumusan item pengamatan yang berhubungan dengan situasi, konteks, dan

kontenmenyangkut: aspekpendidikani; aspekpelatihan; dankinerjaaparatur; dan
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(3) Catatandokumen, berupapengumpulan data  sekunder  yang
tertulismenyangkut: aspekpendidikani; aspekpelatihan;
dankinerjaaparaturdalamDinas PUPR KotaParepare.

Langkah-langkah yang dilakukandalamrangkapengembanganinstrumen,
khususnyapedomanwawancaradandaftarpertanyaan yang
diberikankepadainformanadalah: (1) Merumuskan fokus masalah dan indikator
dari masing-masing fokus; (2) Membuat tabel matriks pengembangan instrumen,
meliputi: rumusan masalah, fokus masalah, indikator fokus, deskriptor indikator,
sumber data, dan nomor/ butir/ item pertanyaan; dan (3) Membuat daftar
pertanyaan dengan berpedoman pada deskripsi fokus masalah penelitian.

F. TeknikPengumpulan Data
Untukmemperolehgambaran data yang dibutuhkn, makapengumpulan data
dilakukanmelaluitekniksebagaiberikut :

1. Observasiadalahpengamatandanpencatatan yang sistematisterhadapgejala-
gejala yang
diteliti.Kegiatanpengamatanterhadapobyekpenelitianiniuntukmemperolehk
eterangan data yang lebihakuratmengenaihal-hal yang
ditelitisertauntukmengetahuirelevansiantarajawabanrespondendengankeny
ataan yang terjadi di lapangan.

2. Wawancaramendalam (in-depth interview)
terhadapanggotalegislatifdenganeksekutif, fokuspadadiskusikelompok
(Fokus Group Discussion) tentang proses formulasikebijakan. (Kerlinger,

2000:73).
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3. Dokumentasiadalahteknik ~ yang  digunakanuntukmemperoleh  data
melaluidokumen yang adahubungannyadenganmasalah yang diteliti.
G.TeknikPengabsahan Data Penelitian

Untukmenilaikualitassuatuhasilpenelitiankualitatif, diperlukan 4 (empat)
kriteria yang
dapatdigunakansebagaistandarpenelitiankualitatif. Teknikpemeriksaankeabsahan
datapenelitiankualitatif yang digunakansesuaigagasanMoleong (2000)
sebagaiberikut:

1. Credibility (kredibilitas), digunakan untuk melaksanakan penelitian
sedemi-kian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat
dicapai. Disamping itu untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil
penemuan penelitian dilakukan dengan jalan pembuktian oleh peneliti
pada fakta lain yang sama.

2. Transferability (transferabilitas), bergantung pada kesamaan antara
konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan, seorang
peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan
konteks, sehingga peneliti akan menyajikan data deskriptif selengkapnya.

3. Dependability (kebergantungan)yaitu melakukan replikasi studi. Apabila
telah dua atau beberapa kali diadakan pengulangan studi dalam suatu
kondisi yang sama dan hasilnya tetap sama maka diasumsikan
reliabilitasnya tercapai.

4. Confirmability (konfirmabilitas)bermakna bahwa sesuatu yang objektif

adalah sesuatu yang dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan datanya
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melalui asumsi, paradigma, bias, orientasi teori, sistem nilai dan posisi
epistemologinya.

Prosedur-prosedur penelitian kualitatif yang telah dijelaskan untuk mencapai
kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas merupakan
standarkualitaspenelitian kualitatif yang digunakan untuk mencapai trust
expedience “kelayakan dipercaya”.

H. TeknikAnalisis DataPenelitian

Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik analisis
data yang cocok digunakan adalah teknik analisis interaktif sebagaimana
dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014) dengan proses analisis data sebagai
berikut:

1. Data collection (koleksi data) yaitu data yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai bahan trianggulasi data
untuk mencapai validitas dan reliabilitas penelitian.

2. Data Condensation(Kondensasi Data)yaituKondensasi data merujuk pada
proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransfor-
masikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan
lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan
materi-materi empiris lainnya.

3. Data Display (penyajian data) dilakukan dalam bentuk narasi, matriks,
skema, dan gambar dengan maksud untuk lebih memudahkan dalam

membuat kesim-pulan.
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4. Conclusion/ verification (verifikasi dan penarikan kesimpulan), yaitu mela-
kukan verifikasi terhadap data yang diperoleh untuk mencari makna,
mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat
dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang longgar dan terbuka untuk
menarik kesimpulan final.

Sehubungan dengan itu, Miles & Huberman (2014) memberi petunjuk
secara umum langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu
melaluiproses “datacollection”, data reduction”, "data display" dan
"conclusion/ verification". Dalam pandangan ini tahapan kegiatan analisis

pengumpulan data itusendirimerupakan proses siklus yang interaktif.

Data
Collection

Data
Display

Data
Condensation

Conclusions
Drawing/Verifying

Gambar 3.2:
TeknikAnalisis Data Model Interaktifdari Miles&Huberman(2014)
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Konteks efektivitas kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Kota Parepare selayaknya memiliki konten pelayanan yang
berkualitas kepada stakeholders, peran aparatur kepemimpinan melalui sikap dan
tindakan yang bertanggung jawab, responsif terhadap berbagai keinginan,
kebutuhan dan permasalahan yang menyelimuti kehidupan stakeholders, memiliki
komitmen yang kuat untuk selalu berpihak kepada stakeholders serta konsisten
dalam benrtindak sangatlah dibutuhkan, karena aparatur pemerintahan yang diberi
tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah atau negara untuk melayani
stakeholders.

Melayani  stakeholders merupakan tugas dan fungsi aparatur
kepemimpinan. Aparatur adalah aparatur negara yang mempunyai tugas melayani
dan meningkatkan kesejahteraan stakeholders. Sulit dibayangkan jika peran serta
tugas dan fungsi yang diembannya tidak dimanifestasikan dalam sikap dan
tindakan yang terhormat dan beradab, demikian juga dalam menjalankan tugas-
tugas pelayanan kepada masya-rakat. Berkenaan dengan perilaku aparat juga
sangat menentukan kualitas pelayanan kepada stakeholders, karena aparat adalah
aktor yang secara langsung berhadapan dengan stakeholders sebagai penerima
layanan.

Pelayanan kepada stakeholders yang baik merupakan kebutuhan setiap

stakeholders. Pelayanan terhadap stakeholders yang baik akan menjadi ukuran
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keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara. Untuk itu pelayanan yang
berkualitas akan melahirkan hasil layanan yang berkualitas pula, yang secara
signifikan juga merupakan keberhasilan pemerintah atau aparatur kepemimpinan
dalam mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menjalankan
tugas, dan fungsi birokrasi guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada
stakeholders, secara konseptual disebut sebagai perilaku aparatur kepemimpinan.

Dalam rangka mencermati data di atas, maka peneliti berusaha secara
maksimal menyajikan data hasil penelitian secara saksama sesuai fokus, indikator,
dan prediktor berikut:

1. Deskripsi Kontribusi Tingkat Pendidikan Pegawai Kepada

Dinas PUPR Kota Parepare
a. Daya tanggap (responsiveness)

Daya tanggap (responsiveness), yaitu kesadaran atau keinginan untuk
membantu stakeholders dan memberikan pelayanan cepat, atau tanggap, efektif
dan efisien. Efisiensi pelayanan kepada stakeholders merupakan hal penting
dari kualitas pelayanan kepada stakeholders, apalagi sumber daya pelayanan
kepada stakeholders pada umumnya terbatas. Efisiensi pelayanan akan
memberikan perhatian optimal untuk memaksimalkan pelayanan kepada
stakeholders. Petugas Dinas PUPR akan memberikan pelayanan lebih baik
dengan sumber daya yang dimiliki.

Berkenaan dengan pernyataan di atas, maka peneliti memperoleh data
dari Kepala Dinas PUPR (KMS) yang menjelaskan bahwa:

Pada prinsipnya pelayanan agak lambat di Dinas PUPR Kota Parepare
disebabkan oleh banyaknya stakeholders yang datang untuk dilayani
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setiap hari, dan ingin segera minta dilayani sementara jumlah apartat
yang bertugas di Dinas PUPR masih relatif kurang. (Wawancara: 19
Juni 2017).

Terkait dengan hal tersebut, sumber data dari Sekretaris Dinas PUPR

(AAS) mengklarifikasi bahwa:

Suksesnya pemberian pelayanan di Dinas PUPR Kota Parepare tak
lepas dari kontribusi konkret dari para aparat, disamping daya dukung
fasilitas, sarana dan prasarana lainnya. Dukungan tenaga operasional
dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR terutama sikap proaktif
aparat memberikan pelayanan kepada stakeholders yang merupakan
suatu keharusan sebagai upaya mewujudkan keberhasilan pelayanan
kepada stakeholders yang berkualitas. (Wawancara: 15 Juli 2017).

Terkait dengan jawaban informan berdasarkan hasil wawancara bebas
peneliti dengan salah seorang petugas kepada stakeholders di Dinas PUPR
dapat dikemukakan bahwa keterlambatan pelayanan kepada stakeholders akibat
padatnya jadwal rapat. Namun untuk mengantisipasi terjadinya keluhan stake
holders, maka petugas tetap memberikan pelayanan meskipun hanya dilayani
secara parsial.

. Efektivitas

Hal yang sangat penting dalam pemberian jasa pelayanan kepada
masyarakat adalah efektivitas dalam proses pelayanan pada masyarakat
berdasarkan kompetensi dari jajaran aparat Dinas PUPR. Untuk mendapatkan
gambaran yang jelas mengenai bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh
pegawai Dinas PUPR Kota Parepare, maka dilakukan interpretasi dan
pembahasan.

Perilaku aparatur Dinas PUPR vyang bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat di Kota Parepare
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merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat yang
berkualitas tidak akan dapat terwujud jika tidak disertai dengan perilaku
aparatur Dinas PUPR yang bertanggung jawab. Tanggung jawab yang
dimaksud adalah pelaksanaan tugas seorang aparatur dalam pelayanan publik
sehari-hari yang dijalaninya sesuai dengan aturan dan dapat menyelesaikan
tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar serta dapat
menanggung resiko terhadap berbagai permasalahan dalam pelayanan kepada
masyarakat. Intinya adalah aparatur Dinas PUPR hadir pada saat rakyat
membutuhkannya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang perlu
diperhatikan adalah ketentuan mengenai prosedur secara adil, sebagai salah
satu unsur penilaian kinerja aparatur yang berorientasi terhadap akses dan
perlakuan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan aparatur Dinas
PUPR. Kondisi ini tentu saja perlu mendapat dukungan maksimal utamanya
dalam mewujudkan keikhlasan kerja aparatur secara optimal melalui perubahan
cara pandang dan cara kerja yang senantiasa dilandasi dengan mengedepankan
etika moral dengan melihat masya-rakat sebagai manusia dengan potensi
martabat dan harga diri. Berkenaan dengan martabat dan harga diri masyarakat
pada hakekatnya perlu untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, tanpa
diskriminasi antara orang perorang dalam mewujudkan pelayanan prima.

Salah seorang informan dari unsur masyarakat yang mengurus surat
kepada masyarakat, yang berinisial (SD) menuturkan sebagai berikut:

Saat saya pengurusan surat kepada masyarakat, saya mendapat pelayanan
cukup baik, sebagai wujud rasa tanggung jawab dalam mengemban
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tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini nampak saat pertama kali
saya datang mengurus berkas persyaratan administrasi pengurusan tata
raung, dan dijelaskan bahwa dalam pengurusan tata raung, dapat selesai
selama 2-3 hari kerja berdasarkan aturan Kepala Dinas PUPR Parepare,
dengan dasar berkas yang diajukan lengkap sesuai aturan yang telah ada.
Tetapi apabila tidak lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan untuk
dilengkapi, dan kemudian diajukan kembali untuk diproses lebih lanjut.
(wawancara: 25 Juli 2017).

Fakta di atas menunjukkan bahwa aparatur Dinas PUPR sebagai pelayan
masyarakat, sudah menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab. Dinas
PUPR yang baik adalah Dinas PUPR yang selalu hadir bersama masyarakat
mendengar dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat
melalui berbagai program dan kegiatan kepada masyarakat.

Apa yang dikemukakan oleh Informan (SD) di atas, sejalan dengan
informan dari unsur Staf Dinas PUPR (KML) yang memberi penjelasan bahwa:

Kami mengembang amanah dalam proses penerbitan keterangan tata

ruang dalam kurung waktu 2-3 hari kerja sesuai peraturan. Keluhan

masyarakat tentang waktu penyelesaian kepada masyarakat yang kadang
melewati 2-3 hari kerja itu bukan semata-mata kesalahan kami, tetapi
biasanya disebabkan dari masalah berkas yang diajukan masyarakat yang
tidak lengkap, atau masyarakat yang menggunakan jasa perantara (calo)
dalam penguru-sannya. Karena sepengetahuan kami sang calo adalah
keluarga konsu-men, maka kami menyampaikan atas kekuarangan berkas
konsumen kepadanya. Saat yang bersangkutan mengeluhkan lambatnya
penerbitan kepada masyara-katnya dan kami utarakan bahwa berkasnya
tidak lengkap sehingga pener-bitannya terlambat. (wawancara: 14 Juli

2017).

Apa yang dikemukakan Staf Dinas PUPR (KML) mengenai penyelesaian
pengurusan kepada masyarakat 2-3 hari kerja berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah nomor 25 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kota Parepare, yang
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merupakan Standard Operational Prosedure (SOP). Menurut (AAS) Sekretaris
Dinas PUPR, dari hasil wawancara peneliti adalah:

Dalam menjalankan aktifitas terkait dengan pengurusan kepada

masyarakat pada Dinas PUPR Kota Parepare, mengacu pada Standard

Operational Prosedure (SOP) yang tertuang pada peraturan Kepala Dinas

PUPR Parepare tentang tata cara pemberian izin pemerintah kota

Parepare. Kalau ada kesalahan sifatnya hanya terkait dengan persoalan

tehnis. (wawancara: 7 Juli 2017).

Pelaksanaan tugas pelayanan karena panggilan nurani dan menjalankan
tugas pelayanan sesuai tuntutan dan tanggung jawab moral secara pribadi.
Menjalankan tugas bukan karena ada penilaian, bukan karena tuntutan tugas,
dan/atau bukan karena intervensi pihak lain. Namun menjalankan peran sebagai
aparatur Dinas PUPR karena panggilan otonom, maksudnya bahwa perilaku
yang ditunjukkan adalah perilaku otonom yang didasarkan pada panggilan
moral dan kesadaran etik, itulah makna dari tanggung jawab.

Hasil penenelitian peneliti menunjukkan bahwa tanggung jawab aparatur
Dinas PUPR dalam memberi pelayanan kepada masyarakat pada Dinas PUPR
Kota Parepare sudah cukup baik, walaupun masih sebatas pada tanggung
jawab. Banyak apart kepada masyarakat jika dilihat sibuk bekerja ditempat/
mejanya masing-masing, tetapi mereka kurang memperhatikan masyarakat
yang datang untuk mengurus surat kepada masyarakat, yang seharusnya jika
dilihat dari sisi tanggung jawab sebagai aparat pelayanan, mereka sebaiknya
mendatangi masyarakat dan menanyakan apa yang perlu dibantu atas
kedatangannya tersebut. Efektivitas merupakan makna dari tanggung jawab

seutuhnya sebagai aparat pelayanan yang dapat melahirkan kepercayaan

masyarakat.
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c. Kepercayaan
Untuk mengukur indikator kepercayaan digunakan tiga aspek yang
dijadikan prediktor yakni: afektif, kontinyuitas, dan normatif. Hasil penelitian
pada ketiga aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Afektif
Aspek afektif diwujudkan pada perilaku aparat yang melibatkan
faktor emosional kepada organisasi. Untuk mengukur aspek afektif dalam
penelitian ini, harus berdasarkan pada aspek-aspek: aparat terlibat secara
emosional dengan instansi, mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap
instansi tempat aparat bekerja, hasrat bekerja dengan rasa tanggung jawab
pada persoalan yang dihadapi, menyenangi lingkungan tempat kerjanya dan
bersedia bekerja ditempat yang sama sampai pensiun, selalu memandang
bekerja di instansinya sekarang ini mempunyai arti yang sangat besar,
mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap instansinya, dan merasa bahwa
persoalan yang sedang dihadapi kantornya adalah per-soalannya juga.
Hasil wawancara dengan kepala Dinas PUPR Kota Parepare (KMS)
dalam suatu kesempatan khusus mengatakan:
Keterlibatan Aparat kepada stakeholders secara emosional dengan
instansi cukup apresiatif, demikian juga daya tanggap Aparat kepada
stakeholders cukup tinggi terhadap instansi tempat Aparat bekerja.
Namun hasrat Aparat bekerja dengan rasa tanggung jawab pada
persoalan yang dihadapi keliha-tannya kurang dinamis. Akan tetapi
mereka menyenangi lingkungan tempat kerjanya dan bersedia bekerja
di Dinas PUPR Kota Parepare sampai pensiun. (Wawancara: 5 Juli
2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari terlibat secara

emosional dengan instansi, mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap
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instansi tempatnya bekerja, menyenangi lingkungan tempat kerjanya dan
bersedia bekerja ditempat yang sama sampai pensiun, selalu memandang
bekerja di instansinya sekarang ini mempunyai arti yang sangat besar,
mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap instansinya, dan merasa bahwa
persoalan yang sedang dihadapi kantornya adalah persoalannya juga, aspek
afektif aparat Dinas PUPR Kota Parepare tergolong baik.

Sejalan dengan Kabid Binamarga Dinas PUPR (SST) pada penutu-
rannya dalam suatu Interview dengan peneliti, mengatakan bahwa:

Aparat kepada stakeholders selalu memandang bekerja di instansinya

sekarang ini mempunyai arti yang sangat besar, namun loyalitas yang

ditunjukkan aparat terhadap instansinya masih perlu ditingkatkan.

Demikian juga persoalan yang sedang dihadapi kantornya aparat

merasa bahwa persoalannya juga, tetapi persoalan mutasi ke unit lain

tanpa diketahui terlebih dahulu oleh yang bersangkutan, menga-
kibatkan sulit mengakomodir berbagai tugas dan tanggung jawabnya

secara utuh. (Wawancara: 10 Juli 2017).

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa loyalitas aparat terhadap
instansinya masih perlu ditingkatkan. Beberapa aparat memang agak sulit
diharapkan, ini terjadi akibat sistem mutasi yang ada sering tidak dapat
dipre-diksi. Seorang aparat kapan saja dapat dimutasi ke unit lain tanpa
diketahui terlebih dahulu oleh yang bersangkutan. Akibatnya jenjang karir
seorang aparat dalam unit kerja tertentu akan terputus. Hal yang demikian
ini dapat menimbulkan sikap apatis dan kurangnya loyalitas aparat terhadap
instan-sinya sekarang.

2) Kontinyuitas

Aspek kepercayaan kontinyu diwujudkan pada perilaku pegawai yang

merefleksikan persepsi investasi versus biaya. Untuk mengukur aspek integ-
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ritas kontinyu dalam penelitian ini digunakan enam prediktor sebagaimana
telah ditetapkan sebelumnya yaitu tidak akan peduli dengan kantornya
sekarang apabila dipindah meskipun tanpa kenaikan jabatan, merasa berat
untuk meninggalkan pekerjaanya saat ini walaupun sebetulnya ada keingi-
nan, tidak akan terganggu apapun apabila meninggalkan pekerjaan saat ini,
salah satu alasan untuk tetap bekerja di tempatnya sekarang adalah jika
dipindahkan membutuhkan banyak pengorbanan diantaranya adalah peker-
jaan lain belum tentu memberikan manfaat seperti yang didapatnya dikantor
ini, merasa konsekuensi pokok meninggalkan pekerjaan yang sekarang
adalah mengor-bankan peluang yang akan di dapat saat ini, dan bekerja
baginya adalah merupakan kebutuhan daripada keinginan.

Imformasi yang sama disampaikan oleh Kasi Pengawas Bangunan
Dinas PUPR Kota Parepare (MST) bahwa:

Suatu realitas yang terpatri pada Aparat kepada stakeholders bahwa
bekerja baginya adalah merupakan kebutuhan daripada keinginan. Ini
adalah modal utama jika ditinjau dari aspek kepercayaan kontinyu
Aparat Dinas PUPR tidak akan memikirkan kondisi roling di
kantornya. Apabila dipindahkan ke tempat lain meskipun tanpa
kenaikan jabatan, mereka merasa berat untuk meninggalkan
pekerjaanya karena sudah menyatu dengan lingkungan kerjanya.
Walaupun sebetulnya ada keinginan untuk mencari suasana baru yang
lebih baik. (Wawancara: 16 Juli 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari tidak akan peduli
dengan kantornya sekarang apabila dipindah meskipun tanpa kenaikan
jabatan, merasa berat untuk meninggalkan pekerjaanya saat ini walaupun
sebetulnya ada keinginan, tidak akan terganggu apapun apabila

meninggalkan pekerjaan saat ini, salah satu alasan untuk tetap bekerja di
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tempatnya sekarang adalah pindah akan membutuhkan banyak pengorbanan
diantaranya adalah pekerjaan lain belum tentu memberikan manfaat seperti
yang didapatnya dikantor ini, merasa konsekuensi pokok meninggalkan
pekerjaan yang sekarang adalah mengor-bankan peluang yang akan didapat
saat ini, dan bekerja baginya adalah merupakan kebutuhan daripada
keinginan, aspek kepercayaan kontinyu aparat Dinas PUPR tergolong baik.

Pernyataan yang sama tersebut sesuai dengan imformasi Sekertaris
Dinas PUPR (AAS) bahwa:

Kalau aparat ditanya tentang kepindahannya ke instansi lain, saya kira

tidak ada yang mau. Sebab hal ini sejalan dengan keinginan Aparat

bahwa mereka bertahan dengan tetap bekerja di tempatnya sekarang
adalah jika dipindahkan membutuhkan banyak pengorbanan. Dianta-
ranya adalah pekerjaan lain belum tentu memberikan manfaat seperti
yang didapatnya dikantor ini. Hal ini diakibatkan oleh konsekuensi
pokok meninggalkan pekerjaan yang sekarang adalah mengorbankan
peluang yang akan di dapat saat ini. dan bekerja baginya adalah
merupakan kebutuhan daripada keinginan. (Wawancara: 22 Juli

2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari kepercayaan
kontinyu aparat merupakan salah satu aspek dari indikator kepercayaan
aparat dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari
aspek kepercayaan kontinyu aparat Dinas PUPR Kota Parepare tergolong
baik.

Normatif

Untuk mengukur aspek kepercayaan normatif dalam penelitian ini

digu-nakan tujuh prediktor sebagaimana dijelaskan pada deskripsi fokus dan

indikator fokus penelitian yaitu merasa tidak mempunyai kewajiban apapun

terhadap instansi tempatnya bekerja, tidak akan meninggalkan pekerjaanya
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sekarang walaupun dengan beberapa keuntungan apabila pindah, merasa
bahwa instansi tempatnya bekerja berhak menuntut loyalitasnya, merasa
bersalah apabila meninggalkan pekerjaanya yang sekarang karena banyak
orang bergantung padanya, akan merasa bersalah apabila meninggalkan
instansi tempatnya bekerja sekarang, merasa berhutang baik moril maupun
materiil terhadap kantor tempatnya bekerja sekarang ini, dan selalu bekerja
keras untuk menyelesaikan tugas pekerjaanya.

Selanjutnya, menurut Kabid Binamarga Dinas PUPR Kota Parepare
(SST) bahwa pelaksanaan Diklat sabagai wujud pengembangan SDA tidak
maksimal sebagaimana penuturan beliau kepada peneliti, sebagai berikut:

Ditinjau dari aspek kepercayaan normatif, aparat merasa tidak

mempu--nyai kewajiban apapun terhadap instansi tempatnya bekerja,

namun demikian aparat tidak akan meninggalkan pekerjaanya
sekarang walaupun dengan beberapa keuntungan apabila pindah. Hal
ini disebabkan karena aparat merasa bahwa instansi tempatnya
bekerja berhak menuntut loyalitasnya. Bahkan aparat merasa bersalah
apabila meninggalkan pekerjaanya yang sekarang karena banyak

orang/ bawahan bergantung padanya. (Wawancara: 5 Juli 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari merasa tidak
mempunyai kewajiban apapun terhadap instansi tempatnya bekerja, tidak
akan meninggalkan pekerjaanya sekarang walaupun dengan beberapa
keuntungan apabila pindah, merasa bahwa instansi tempatnya bekerja
berhak menuntut loyalitasnya. Justru aparat merasa bersalah apabila
meninggalkan pekerjaanya yang sekarang karena banyak orang/ bawahan
bergantung padanya. Aaparat akan merasa bersalah apabila meninggalka

ninstansi tem-patnya bekerja sekarang. Hal ini disebabkan oleh perasaan

berhutang pada kantor tempatnya bekerja sekarang ini, baik moril maupun
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materiil. Aparat selalu bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. Karena
integ-ritas normatif merupakan salah satu aspek dari indikator kepercayaan
aparat dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan, bahwa ditinjau dari
aspek kepercayaan normatif, kepercayaan aparat Dinas PUPR Kota Parepare
tergolong baik.

Pada kesempatan lain peneliti melakukan observasi sekaligus mewa-
wancarai Kasi Pengawas Bangunan Dinas PUPR Kota Parepare (MST)
dengan tujuan ingin mengetahui secara langsung penerapan kepemimpinan
yang bersih (Good Gavernance), yang merupakan tuntutan stakeholders,
beliau menerangkan bahwa:

Berkenaan dengan kewajiban Aparat kepada stakeholders melayani

kunsomen, maka aparat merasa bersalah apabila meninggalkan

instansi tempatnya bekerja sekarang. Aparat merasa banyak kelebihan

didapat, baik moril maupun materiil sehingga mereka tetap bekerja di

kantor tempatnya bekerja sekarang ini. Walaupun demikian mereka

sulit menunjukkan prestasi terbaik dalam menyelesaikan tugasnya. Ini

berarti bahwa loyalitasnya sangat semu. (Wawancara: 10 Juli 2017).

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa yang perlu ditingkatkan
adalah indikator merasa bahwa instansi tempatnya bekerja berhak menuntut
loyali-tasnya, karena indikator ini masih kurang dibandingkan dengan indi-
kator lainnya. Ditemukan beberapa pegawai yang kurang menyadari bahwa
sebagai aparat mereka dituntut loyalitasnya terhadap instansi tempatnya
berkarir. Untuk mengatasi hal ini diperlukan ketegasan pimpinan dalam
mengarahkan bawahan serta menyadarkan mereka atas tanggung jawabnya

termasuk harus loyal terhadap lembaga.

d. Empati (emphaty)
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Empati yaitu kemauan memberikan pelayanan melalui pendekatan
personal ralation, memberikan perlindungan serta berusaha untuk mengetahui
keinginanan kebutuhan konsumen. Hubungan antar manusia berkaitan dengan
interaksi antara petugas dengan stakeholders, aparat dan pemimpin Dinas
PUPR. Hubungan manusia yang baik adalah menanamkan kepercayaan dan
kredibilitas dengan cara menghargai, menjaga rahasia, menghormati hak
stakeholders dan memberikan perhatian serta mendengarkan keluhan dan
berkomuniksi secara efektif.

Hubungan antar manusia yang baik akan mempunyai andil besar dalam
konseling efektif. Hubungan kurang baik antar manusia akan mengurangi
efektivitas dari kompetensi teknis pelayanan kepada stakeholders. Stakeholders
yang berkepentingan cenderung mengabaikan saran dan nasehat aparat Dinas
PUPR jika kepedulian dianggap kurang.

Untuk mengetahui sejauh mana rasa empati ditunjukkan petugas kepada
stakeholders, maka peneliti menginterviu Kru media cetak (FG), lalu informan
tersebut menerangkan bahwa:

Aparat Dinas PUPR Kota Parepare menerapkan kebiasaan atau budaya

daerah dan selalu dilakukan terhadap hampir semua stakeholders dalam

memberikan pelayanan kepada siapa saja yang memerlukannya.

Selanjutnya sikap kurang ramah ditunjukkan petugas Dinas PUPR

biasanya ada sebagian stakeholders tidak memperhatikan nasehat

ataupun saran yang diberikan petugas terutama dalam hal kedisiplinan
stakeholders memenuhi persyaratan pengurusan tata ruang atau
pekerjaan proyek. Sikap seperti ini berpengaruh juga terhadap kurangnya
keramahan yang ditunjukkan aparat pada saat memeriksa berkas
stakeholders. (Wawancara: 11 Juli 2017).

Mendukung data informan dapat dijelaskan dari hasil pengamatan dan

pengalaman peneliti pada saat pertama kali datang berkunjung ke lokasi
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penelitian sampai dengan berakhirnya penelitian di Dinas PUPR (FG)
mengakui kapasitas fungsi pelayanan dan pengembangan tugas belum
terealisasi secara maksimal. Adapun argumentasi informan selaku Kasi
Pengawas Bangunan Dinas PUPR (MST) sebagai berikut:

Sikap petugas Dinas PUPR Kota Parepare yang selalu senyum dan sabar

melayani stakeholders. Sebagian besar petugas Dinas PUPR memahami

persis tentang filosofi Dinas DPUPR yang salah satunya adalah sopan
dan sabar dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders.

(Wawancara: 12 Juli 2017).

Disisi lain informan dari unsur Kru media elektronik (RS) memberikan
jawaban bahwa:

Ada beberapa petugas merasa kecewa dan cemberut melayani

stakeholders dikarenakan oleh sebagian stakeholders bersikap acuh tak

acuh terhadap kelengkapan berkas permohonannya. Namun demikian
aparat tetap saja melayani sesuai prosedur, jika kelengkapan berkasnya
tidak terpenuhi, maka proses pengurusannya ditunda sampai berkasnya

lengkap. (Wawancara: 17 Juli 2017).

Mendukung tanggapan informan berdasarkan hasil wawancara bebas
peneliti dengan keluarga stakeholders diperoleh informasi bahwa petugas Dinas
PUPR dalam memberikan pelayanan selalu bersikap baik, peduli dan mau
diajak berkomunikasi. Bahkan ada beberapa petugas memberikan nomor
handphone mereka agar mudah dihubungi jika stakeholders memerlukan
informasi.

Pendapat informan yang didukung oleh hasil pengamatan dan
wawancara bebas peneliti baik wawancara dengan petugas PUPR maupun
wawancara dengan keluarga stakeholders dapat dikemukakan bahwa hampir

semua tindakan yang dilakukan petugas Dinas DPUPR bermanfaat bagi

konsumen. Untuk itu petugas Dinas PUPR membuat rencana pelayanan
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berlandaskan pada pengetahuan sahih dan dapat berlaku secara umum. Resiko
yang mungkin timbul diupayakan dikurangi seminimalmungkin sementara
manfaatnya harus maksimal bagi masyarakat.

Namun demikian, budaya responsif mengalami kendala, karena tidak
didasarkan pada hakekat pelayanan yang efektif dan efisien. Ada empat cara
yang dapat diterapkan dalam mewujudkan budaya responsif antara lain: (1)
Memberi contoh yang baik, (2) Menunjukkan sikap kepedulian, (3) Pen-
dekatan persuasif dan penerangan,dan (4) Pembinaan dan pengasuhan kepada
semua komponen Dinas PUPR. Untuk itu perlu diupayakan metode penerapan
budaya nyaman dengan mengutamakan lima pendekatan vyaitu: (1)
Dilaksanakan secara persuasif, (2) Lebih banyak mendorong, memberi
motivasi dari pada memaksa, (3) Kete-ladanan dari pihak pemegang
kepemimpinan formal dan petugas Dinas PUPR merupakan faktor
keikutsertaan stakeholders, keluarga stakeholders bahkan masya-rakat lainnya,
(4) Pemantapan kesadaran bagi diri stakeholders terhadap sikap bertanggung
jawab dan kepedulian terhadap lingkungan Dinas PUPR yang nyaman dan
teratur, dan (5) Membuat program yang menunjang budaya nyaman, indah rapi,
teratur, serasi dan harmonis dalam lingkungan Dinas PUPR yang pada akhirnya
bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholders.

2. Realitas Kontribusi Pelatihan Pegawai Kepada
Dinas PUPR Kota Parepare

a. Keandalan (reliability)
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Keandalan yaitu kemampuan untuk memberikan secara cepat dan
benar jenis pelayanan kepada stakeholders dan berhubungan dengan
kompetensi teknis. Kompetensi teknis berkaitan dengan teknik menjalankan
tugas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan dapat diandalkan
(depen-dability). Kurangnya kompetensi teknis aparat dari prosedur standar
operasi (standard operating procedure) dalam pemberian pelayanan
stakeholders.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab aparat dilihat
dari pengurusan proyek, peneliti mewawancarai Staf Dinas PUPR (KML)
menga-takan sebagai berikut:

Pada hakekatnya stakeholders yang mengurus proyek tentang tata
ruang, pada hakekatnya diperlakukan sama. Hanya saja jika
bermaksud mendapat pelayan ekseklusif, maka mereka sering
berkomentar macam-macam diluar dari seharusnya. Hal ini
mengindikasikan, perasaan jenuh menunggu giliran dilayani dan
dialami stakeholders diakibatkan oleh keterlambatan stakeholders itu
sendiri untuk mendaftar dan mengambil nomor antrian di loket
pelayanan. (Wawancara: 17 Agustus 2017).

Terkait dengan jawaban informan dari hasil pengamatan peneliti,
Dinas PUPR menyediakan pula fasilitas tempat duduk dan WC bagi
stakeholders. Sementara informan yang menjawab kadang-kadang dan
selalu berpendapat bahwa selama ini pihak Dinas PUPR belum memberikan
pelayanan cepat kepada pihak stakeholders, dari hasil wawancara bebas
peneliti dengan konsu-men Dinas PUPR didapat informasi bahwa lambatnya
pelayanan diberikan diakibatkan oleh proses pelayanan terutama pelayanan

di bidang administrasi.
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Pernyataan yang sama tersebut sesuai dengan imformasi sekertaris
Dinas PUPR (AAS) bahwa:

Petugas Dinas PUPR Kota Parepare sangat cepat dan tanggap
memberikan pelayanan kepada stakeholders. Pendapat tersebut
didasar-kan pada upaya Kepala Dinas PUPR yang selalu berusaha
untuk mensosialisasikan berbagai program kegiatan dan aturan
termasuk aturan disiplin bagi setiap pegawai serta sanksi yang akan
diberikan oleh pemerintah kepada para pegawai karena dinilai tidak
disiplin dalam menjalankan tugas. Aturan dan kebijakan tersebut
membuat para pegawai di lingkungan Dinas PUPR memahami,
mengetahui dan memberikan dukungan serta segera merespon
berbagai program kegiatan di Dinas PUPR. Pertimbangan bahwa
pemberian pelayanan kepada stakeholders dan dinilai tidak tepat
waktu diakibatkan oleh petugas yang berhalangan ataupun sedang
bertugas di luar kota/daerah sehingga tidak datang melaksanakan
tugas. Ketidakhadiran petugas yang berhalangan ataupun sedang
bertugas di luar kota/daerah dinilai cukup menghambat pelayanan,
karena stakeholders terpaksa harus menunggu petugas pengganti
yang juga sementara memberikan pelayanan kepada stakeholders
lainnya. Faktor inilah menjadi penyebab terjadinya keterlambatan
stakeholders untuk segera memperoleh pelayanan. (Wawancara: 18
Agustus 2017).

Mendukung kecepatan waktu dan mengurangi perasaan jenuh
masya-rakat, maka pelayanan Dinas PUPR berdasarkan hasil wawancara
bebas dengan salah seorang petugas dapat dijelaskan bahwa petugas
memberikan sepotong kertas (media informasi prosedur layanan) kepada
stakeholders untuk memasuki ruangan tunggu. Stakeholders diberitahu
untuk menunjukkan kertas itu kepada semua aparat yang memberi
pelayanan. Setiap kali stakeholders berpindah dari unit yang satu ke unit
lainnya, petugas di unit bersangkutan mencatat kegiatannya di kertas

tersebut, serta waktu mulai dan selesainya kegiatan. Stakeholders selalu
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diberitahu dengan jelas kemana harus pergi selanjutnya. Petugas terakhir
yang dikunjungi stakeholders menyimpan kertas itu, dengan catatan mulai
waktu dan selesainya. Bila stakeholders kembali ke tempat tunggu di antara
dua unit, petugas pencatat menuliskan waktu yang dihabiskan di sana. Bila
stakeholders tetap tinggal di tempat tunggu setelah selesai, waktu dihabis-
kan di sana juga tetap dicatat.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara bebas peneliti dengan
petugas Dinas PUPR mengenai kecepatan petugas memberikan pelayanan
kepada stakeholders dapat dijelasakan adanya pembagian petugas pelayanan
dan ditempelkan pada masing-masing ruangan maupun unit pelayanan di
Dinas PUPR. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kelalaian petugas
dalam memberikan pelayanan. Pada jadwal pelayanan tercantum tiga tujuan/
fungsi yaitu: (1) Membagi tugas secara merata di luar waktu kerja, (2)
Membagi tugas yang dinilai menarik atau agak sulit, dan tugas bervariasi
secara adil di antara petugas, dan (3) Membagi pekerjaan tambahan di antara
seluruh pegawai pada masing-masing unit kerja. Dengan demikian, pene-
rapan kesopanan aparat dalam pelayanan izin usaha diasumsikan bahwa
pelayanan aparat kepada stakeholders di Dinas PUPR cukup andal.

b. Bukti langsung (tangibles)
Bukti langsung merupakan penampilan pegawai, tampilan dan
kenyamanan dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan serta ketersediaan
peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan. Kenyamanan yaitu

suatu kondisi yang berkaitan dengan pelayanan kepada stakeholders yang tidak



82

berhubungan langsung dengan efektivitas pelayanan, tetapi dapat
mempengaruhi kepuasaan stakeholders. Kenyamanan juga penting karena
dapat mempengaruhi kepercayaan stakeholders dalam pelayanan kepada
stakeholders. Bila biaya menjadi pertimbangan, maka kenyamanan akan
mempengaruhi keinginan stakeholders untuk membayar biaya pelayanan.
Kenyamanan juga berkaitan dengan penampilan fisik dari fasilitas/ sarana
pelayanan kepada stakeholders, personil dan peralatan pelayanan. Kenya-
manan juga merupakan faktor penting untuk menarik stakeholders dalam
rangka menjamin kelangsungan pelayanan dan meningkatkan keterjangkauan.

Untuk mengetahui sejauh mana kenyamanan dalam hal keterse-diaan
sarana Dinas PUPR sebagai bukti langsung (tangibles) pelayanan Dinas PUPR,
maka peneliti mewawancarai informan dari pihak konsumen (THMS) dengan
jawaban sebagai berikut:

Upaya menjaga kenyaman Dinas PUPR, maka aparat ditugaskan
membuat daftar keadaan ruangan yang kurang nyaman. Berkenaan
dengan itu aparat ditugaskan mencari penyebab terjadinya
ketidaknyamanan ruangan. Agar terkoordinir maka ditunjuk salah
seorang petugas untuk bertanggung jawab terhadap kenyamanan
ruangan yang dimanfaatkan dalam bekerja. (Wawan-cara: 11 Agustus
2017).

Terkait dengan upaya menjaga kenyamanan pelayanan di Dinas PUPR
diketahui bahwa keadaan ruangan yang kurang nyaman. Hal ini perlu
dilakukan mengingat kenyamanan pelayanan Dinas PUPR sangat memberikan
dampak positif terhadap stakeholders dan tentunya dimulai dari menum-buhkan
kebiasaan atau budaya yang representatif di Dinas PUPR itu sendiri. Selain

kenyamanan bagi stakeholders, maka kepedulian Dinas PUPR juga diharapkan
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dapat mendukung program pemerintah yaitu menciptakan budaya responsif
terhadap stakeholders sebagai budaya nasional.

Salah satu unsur dikembangkannya disiplin nasional adalah
menyangkut budaya responsif Dinas PUPR dikaitkan dengan masalah sikap,
kebiasaan dan kemauan petugas Dinas PUPR yang didukung oleh seluruh
komponen yang ada termasuk di dalamnya kesadaran para stakeholders dan
keluarganya untuk turut menjaga serta menumbuhkan budaya responsif antara
stakeholders dan pihak Dinas PUPR.

Budaya responsif dapat diartikan sebagai suatu sikap, kebiasaan atau
keyakinan mendorong orang agar responsif di lingkungan Dinas PUPR
terutama bagi stakeholders yang memerlukan pelayanan kepada stakeholders.
Kerapian adalah suatu keadaan atau kondisi yang baik, menyenangkan, teratur
baik tempat maupun susunannya, sehingga tampak indah.

Nuansa nyaman inilah yang sangat diharapkan diresponi pihak Dinas
PUPR. Budaya responsif bukan hanya menyangkut lingkungan, tetapi hal ini
menyangkut kebiasaan menghilangkan unsur-unsur yang mengganggu manusia
lain yang melihat atau mendekatinya. Keteraturan juga dituntut dalam budaya
responsif juga dituntut adanya fasilitas tenpat duduk mengantri dan WC untuk
mendukung pelaksanaan fungsi Dinas PUPR sehingga memberikan
ketentraman bagi stakeholders yang memerkukan pelayanan.

Berkaitan dengan itu, maka pemimpin Dinas PUPR bertanggung jawab
terhadap: (1) Penyediaan ruangan dan fasilitas yang memadai, (2) Perbaikan

sarana dan prasarana penunjang, (3) Penyehatan lingkungan, (4) Penyediaan
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dan pengelolaan ruangan yang representatif, dan (5) Penataan ruangan Dinas
PUPR secara keseluruhan.

Dari hasil penelitian sehubungan dengan prinsip responsif, maka
kelayakan tempat dan ruangan pelayanan dapat dijelaskan bahwa responsivitas
aparat Dinas PUPR merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi kepuasan
stakeholders memperolen pelayanan. Responsivitas aparat dirasakan
stakeholders selama pelayanan menimbulkan kepercayaan bagi stakeholderss.
Bila biaya pelayanan menjadi pertimbangan, maka kenyamanan akan
memberikan dampak terhadap kemampuan stakeholders untuk membayar
pelayanan. Responsivitas yang diberikan pihak Dinas PUPR berkaitan dengan
fasilitas/ sarana pelayanan terhadap stakeholders, personil/ petugas Dinas
PUPR memberikan kesan kepuasan tersendiri.

Sejalan dengan Kabid Binamarga Dinas PUPR (SST) pada
penuturannya dalam suatu interview dengan peneliti, mengatakan bahwa:

Ketersediaan sarana di Dinas PUPR Kota Parepare berupa tempat
duduk digunakan stakeholders selama pelayanan dipandang pihak
Dinas PUPR merupakan suatu kepentingan atau kebutuhan
stakeholders, sebagaimana dirasakan sendiri oleh stakeholders yang
mendapat pelayanan. Ini menun-jukkan bahwa bentuk apa saja yang
dilakukan petugas Dinas PUPR tentunya sesuai dengan kebutuhan
stakeholders, sehingga pimpinan Dinas PUPR beserta stafnya akan
terpanggil untuk selalu menyediakan fasilitas, mengamankan dan
menjaga keberlanjutan fungsi dari setiap fasilitas. (Wawancara: 14
Agustus 2017).

Terkait dengan bukti langsung (tangibles) yang diberikan pihak Dinas
PUPR kepada stakeholders berdasarkan data, bahwa menyangkut upaya peme-

nuhan kualitas fasilitas yang digunakan stakeholders selama pelayanan di
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Dinas PUPR dari hasil wawancara bebas dan pengamatan peneliti diperoleh
informasi bahwa Dinas PUPR membuat daftar inventaris fasilitas/peralatan
pada masing-masing ruangan dan diberi keterangan pada tiap-tiap barang
sebagai berikut:
(1) D = dapat dipakai (keadaan baik), (2) P = perlu perbaikan, (3) T = tidak
dapat dipakai (tidak dapat diperbaiki), dan (4) H = hilang (sesuai daftar
inventarisasi ruangan).

Dengan cara tersebut lebih memudahkan petugas mengetahui tindakan
yang harus dilakukan dengan menunjukkan bahwa bentuk apa saja yang
dilakukan petugas Dinas PUPR tentunya sesuai dengan kebutuhan
stakeholders, karena menerapkan sikap responitas yang sesuai harapann
stakeholderss.

c. Jaminan (assurance)

Jaminan mencakup pengetahuan atau wawasan dan kemam-puan
pemberi layanan untuk menimbulkan keyakinan dan jaminan keamanan
stakeholders ataupun pelanggan pengguna jasa pelayanan. Kepastian
pelayanan mencakup kepastian biaya, kejelasan informasi dan ketepatan
waktu pelayanan. Dalam pelayanan kepada stakeholders, jaminan keamanan
berarti mengurangi resiko keterlambatan pelayanan, kerungian materi (biaya
yang tinggi) dan waktu konsumen, serta tuntutan ganti rugi dan sanksi hukum

oleh konsumen layanan.
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Untuk mengetahui jaminan keamanan yang diberikan petugas Dinas
PUPR kepada stakeholders, maka dipaparkan pendapat yang disampaikan
infor-man selaku Sekretaris Dinas PUPR (AAS) bahwa:

Tidak pernah membebani stakeholders terlalu tinggi oleh Dinas PUPR
Kota Parepare. Hal ini dapat anda buktikan dengan melakukan survey
diloket pelayanan kepada stakeholders Dinas PUPR. Karena dalam
memberikan pelayanan kepada stakeholders, maka setiap aparat
berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional.
(Wawancara: 19 Agustus 2017).

Sedangkan jawaban informan yang dianalisis bahwa tindakan aparat
kepada stakeholders merupakan hal yang dimungkinkan di dalam ilmu admi-
nistrasi, apabila dalam keadaan tertentu pelayanan sering mendapat hambatan
dari obyek yang dilayani. Hal ini terjadi jika pada saat tentu mengalami
komsumen yang kondisinya cukup padat dan sangat bervariasi serta rentan
terhadap pengaruh eksternal.

Argumen yang sama dikemukakan oleh Sekretaris Dinas PUPR (AAS)
di atas, disampaikan oleh informan Staf Dinas PUPR (KML) bahwa:

Para aparat bertindak sesuai standar yang diberikan kepada
stakeholders yakni tindakan profesional oleh petugas terhadap
stakeholders dengan tujuan memelihara, meningkatkan kinerja. Hal ini
dapat dianalisis kinerja aparat dengan melakukan penilaian atas semua
hasil kerja aparat. (Wawancara: 10 Agustus 2017).

Selanjutnya dikonfrontir dengan hasil observasi peneliti, dari hasil
wawancara bebas peneliti dengan salah seorang aparat diketahui bahwa aparat
Dinas PUPR setiap kali memberikan pelayanan selalu mengecek kondisi
stakeholders, apakah terdapat keluhan atas pelayanan kepada stakeholders di

Dinas PUPR.



87

Berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang informan dari unsur
stakeholders (SD) memberikan pendapat bahwa:

Untuk menjaga kekeliruan yang terjadi maka para petugas selalu
membuat laporan pemeriksaan berisi keluhan ataupun kepuasan
stakeholders terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada
stakeholders pada saat memberikan pelayanan kepada stakeholders.
(Wawancara: 19 Agustus 2017).

Terkait dengan jaminan Kkeselamatan stakeholders terutama
menyangkut ketelitian dan kehati-hatian petugas memberikan pelayanan
kepada stakeholders yang dilakukan petugas, maka Dinas PUPR perlu
membuat pesan moral menganjurkan kehati-hatian menggunakan dan
memberikan pelayanan kepada stakeholders yang secara tertulis dan
ditempelkan di dinding ruang pelayanan di Dinas PUPR yakni: (1)
Manajemen pelayanan yang merupakan salah satu tanggung jawab aparat, dan
(2) Aparat kepada stakeholders harus terampil, berpengetahuan, dan ketepatan
pelayanan, (3) Keterlambatan pelayanan dapat mengakibatkan kerugian waktu
bagi stakeholders.

Berdasarkan pesan moral tersebut dapat ditegaskan bahwa ternyata
pemberian pelayanan yang cepat dan tepat itu penting bagi stakeholders. Hal
ini merupakan kepuasan bagi stakeholders apabila surat keterangan telah
diterima stakeholders dalam pelayanan sesuai waktu tidak terlalu lama tanpa
melewati batas maksimal/jam kerja (over lot) sesuai Standard Operational
Prosedure (SOP) Dinas PUPR. Realitasnya sejumlah berkas permohonan

masih bertumpuk di atas meja kerja aparat Dinas PUPR.
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d. Kualitas

Di era otonomi daerah, aparatur lebih dekat dan secara langsung
berhadapan dengan stakeholders serta merupakan perwujudan dan
perpanjangan tangan pemerintah. Pelayanan yang diberikan aparatur di daerah
identik dengan pelayanan pemerintah. Amanah otonomi daerah yang
mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor
kehidupan, harus menjadi acuan dan mendarah daging dalam diri aparatur di
daerah. Sebab aparatur di daerah mempunyai peran besar dalam pelaksanaan
urusan-urusan publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi aparatur di
daerah.

Dalam rangka menilai indikator kualitas pelayanan Dinas PUPR, maka
dideskripsikan masing-masing prediktor sebagai berikut:

1) Kualitas Kinerja
Dalam implementasi pelayanan umum yang bersifat rutin kepada
stakeholders seperti memberikan pelayanan kepada stakeholders,
pembuatan dokumen, perlindungan, dan penyediaan jaminan keamanan

bagi stakeholders.
Orientasi kualitas harus dicermati secara teliti dan menggu-nakan
instrumen yang valid dan reliable, yakni dengan menggunakan triangulasi
data dari berbagai sumber serta mencermati perpaduan gagasan sikap dan

tindakan aparatur kepada stakeholders.
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Untuk mendapatkan gambaran penegakan nilai kualitas, maka

ditampilkan hasil wawancara dengan informan (KMS) yang menjabat

sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Parepare, sebagai berikut:

Kalau dalam pemberian pelayanan stakeholders oleh Dinas PUPR
setiap pemberian pelayanan olehaparat memperlihatkan tingkat
kepedulian yang cenderung tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri
bahwasanya terkadang ada aparat yang lalai berkontribusi terhadap
kesempurnaan proses pelayanan. Dimana data empirik tentang
kondisi obyektif daerah Kota Parepare kurang di flow up
sebagaimana mestinya kalau ada hal baru. (Wawancara: 23 Juli
2015).

Senada dengan argumentasi informan di atas tentang nilai dalam

pemberian pelayan umum, pendapat ini dikemukakan oleh salah satu

konsu-men pelayanan Dinas PUPR yang berinisial (SD) mengemukakan

bahwa:

Pada umumnya aparatur berorientasi pada substansi urusan stake
holders, akan tetapi pengalaman dan kepentingan yang bervariasi,
sehingga kelihatannya ada yang sesuai dengan kebutuhan dan ada
yang melenceng dari realitas obyektif kebutuhan stakeholders dan
Dinas PUPR Kota Parepare. Ini berarti tingkat kualitas aparatur
cenderung kurang jujur dalam menyikapi permasalahan sebenarnya
untuk direalisasikan dalam bentuk kebijakan kepada stakeholders
dan cenderung kurang peduli terhadap sosialisasi kepada
stakeholders dan mencermati empirisme problem Kota Parepare.
(Wawancara: 25 Mei 2015).

Demikian juga argumentasi stakeholders Dinas PUPR, yang

relevan dengan pernyataan kedua informan di atas sebagaimana yang

dikemukakan oleh informan dari pihak media (RS) bahwa:

Kualitas yang diperankan para aparatur sesungguhnya memang
sangat abstrak, namun dapat dipahami melalui sikap, ucapan dan
tindakan para aparatur, sehingga dapat disimpulkan bahwa para
aparatur kurang memiliki  kontribusi yang cukup dalam
merealisasikan kebutuhan stakeholders terhadap Dinas PUPR Kota
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Parepare. Dengan demikian jumlah aparatur stakeholders sangat
terbatas menegakkan kualitas dalam mengurai kondisi obyektif
Daerah yang dapat mendukung idealnya perilaku aparat Dinas
PUPR. (Wawancara: 25 Juni 2015).

Selanjutnya asumsi yang sama tentang nilai “kualitas

2

aparatur
yang disampaikan oleh stakeholders kepada aparatur Kota Parepare yang
berinisial (RS) bahwa:

Jika dicermati secara saksama gagasan aparatur stakeholders
terdapat berbagai klasifikasi dalam metode pelayanan.Ada yang
berangkat dari suatu realitas dan ada juga yang menyampaikan
pendapatnya sesuai logika berpikirnya tentang pelayayan kepada
stakeholders di Dinas PUPR. Jika diverifikasi dengan kondisi
obyektif Kota Parepare, maka kelihatan perbedaan antara apa yang
disampaikan dengan realitas permasalahan. Hal ini dapat dimaknai
bahwa aparatur kurang jujur dalam menyampaian statemen tentang
pemberian pelayanan kepada stakeholders di Dinas PUPR.
(Wawancara: 15 Juli 2015).

Hal ini dikonfrontir kepada informan (KML) yang bertugas sebagai

aparat pelayanan kepada stakeholders Dinas PUPR mengatakan bahwa:

Pada hakekatnya sikap yang sopan para aparatur memang masih
terlihat dalam proses stakeholders. Hanya saja ada kecenderungan
para aparatur dipengaruhi oleh komitmen pribadi dan ada yang
dimotivasi oleh kepentingan stakeholders. Berkenaan dengan itu,
substansi permasalahan dalam pelayanan kepada stakeholders
sangat diwarnai oleh opsesi aparat. (Wawancara: 10 Juni 2013).

Mencermati hasil wawancara tentang implementasi pelayanan

umum (giveofservice) terhadap kepada stakeholders Dinas PUPR,
memperlihatkan tingkat kepedulian yang cenderung tinggi, namun aparat
seringlalai berkontribusi terhadap kesempurnaan proses pelayanan. Para
aparatur kurang memiliki kontribusi yang cukup dalam merealisasikan
kebutuhan masyarakat, tingkat kualitas para aparatur tergolong kurang

jujur dalam menyikapi permasalahan sebenarnya. Kondisi obyektif Kota



2)

91

Parepare dan realitas permasalahan serta komitmen pribadi dan kepentingan
stakeholders saling bergayutan mempengaruhi aparatur dalam penerbitan
surat keterngan.

Sedangkan hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa
orientasi kualitas dapat dipersepsikan sedang, karena yang diperankan
dalam pelayanan kepada stakeholders Dinas PUPR pada umumnya dalam
kondisi wajar, artinya belum ada yang menonjol.

Kualitas fasilitas

Kualitas pelayanan terhadap stakeholders untuk mencapai
kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan
pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan
fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan.

Dalam mengimplementasikan pemberdayaan sikap para aparatur
kepada stakeholders yang selalu berbicara benar sesuai dengan regulasi dan
realitas, apapun konsekuensinya selalu siap bertanggung jawab. Menilainya
berdasarkan apa yang diucapkan dan dilaksanakan para aparatur seirama
dengan regulasi dan realitas empirik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang
aparatur dari aparat kepada stakeholders tentang nilai kualitas, kepada
peneliti informan selaku stakeholders yang berinisial (SD) menerangkan
bahwa:

Dimana-mana Kkita jumpai banyak isntansi belum mencukupi
fasilitas operasional kerja termasuk pada Dinas PUPR Kota
Parepare. Demikian halnya dengan sikap para aparatur kepada
stakeholders dalam mengimplementasikan pelayanan masih
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cenderung memiliki keterbatasan. Banyak problem of social yang
dirasakan dan disaksikan dengan mata kepala tetapi belum mampu
(kurang) menyelesaikan sebagaimana mestinya. (Wawancara: 18
Mei 2015).

Selanjutnya peneliti  mengkonfirmasi  kebenaran statement
informan di atas kepada Sekretaris Dinas PUPR Kota Parepare (AAS),
beliau menjelaskan kepada peneliti bahwa:

Mekanisme pelayanan kepada stakeholders oleh aparat Dinas
PUPR sesungguhnya telah dibahas berulang kali. Oleh karena itu
dapat diasumsikan bahwa upaya pemberdayaan aparat kepada
stakeholders sesuai juklat dan juknis tergolong cukup memadai.
Untuk itu kami berharap aparat dapat mengimplementasikannya
demi memenuhi harap stakeholders sebagaimana mestinya.
(Wawancara: 21 Juni 2015).

Kemudian peneliti mencari kebenaran pernyataan kedua informan
tersebut di atas, dengan mewawancarai informan dari pihak pengurus LSM
yang berinisial (BB), kepada peneliti informan ini menerangkan bahwa:

Persoalan integritas terhadap kualitas aparatur Dinas PUPR, saya
kira dalam mengukurnya sangat realatif, akan tetapi jika saya
dimintai pendapat, menurut saya masih sulit diasumsikan bahwa
pelayanan aparat yang diberikan terhadap stakeholders sudah
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi
stakeholders secara umum. (Wawancara: 25 Juli 2015).

Berikut argumentasi yang relevan dengan pernyataan di atas,
dikemu-kakan oleh Kru media elektronik yang berinisial (RS) bahwa:

Para aparatur dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders
sangat dinamis, ada yang tegas, ada yang biasa-biasa saja, dan ada
yang sangat cuek terhadap stakeholders. Jika dilakukan kalkulasi
secara prosentase, terdapat kecenderungan di atas 50 persen yang
kurang memberikan kontribusi secara tegas. Ini merupakan gejala
umum, vyang semestinya memiliki akuntabilitas dalam
mengembang amanah rakyat. (Wawancara: 11 Mei 2015).
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Pada umumnya hasil wawancara dari keempat informan di atas,
mengenai kualitas dalam pelayanan terhadap stakeholders yang dinilai
berdasarkan apa yang diucapkan dan dilaksanakan seirama dengan regulasi
dan realitas, ternyata para aparatur Dinas PUPR kurang memiliki kualitas
sesuai budaya Indonesia Bagian Timur (Sulawesi Selatan).

Penerapan norma kualitas dalam pelayanan kepada stakeholders di
Dinas PUPR, menurut hasil survey dan dokumentasi secara keseluruhan
menunjukkan menjadi perilaku yang sangat langkah, namun merupakan
sikap yang sangat urgen saat ini. Hampir setiap saat dan dimanapun tempat
kegiatan, dapat ditemukan orang-orang yang tidak memiliki nilai kualitas.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pemberian pelayanan stakeholders
Dinas PUPR, para aparatur kepada stakeholders memiliki sikap dan
perilaku yang beragam.

3. Aplikasi Kedisiplinan Pegawai Pada
Dinas PUPR Kota Parepare
a. Disiplin kerja
Perilaku aparat yang responsif dapat ditunjukkan melalui sistem
pelayanan yang berdasar pada kepentingan pengguna jasa, dalam hal ini
stakeholders penerima pelayanan, khususnya di bidang pelayanan. Pelayanan
yang tidak dilakukan dengan pendekatan formalistik tetapi lebih pada kemanu-
siaan, dengan mengikuti situasi kontekstual berdasarkan tuntutan dan

kebutuhan nyata stakeholders penerima pelayanan.
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Tingkat dukungan penyelenggaraan pelayanan publik dapat ditentukan
apabila aparat pelayanan memiliki kemauan, baik untuk merespon stakeholders
dengan memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, prinsip pelayanan
kepada stakeholders perlu dilandasi komunikasi dialogis antara aparat dengan
stakeholders sebagai pengguna jasa layanan. Selain itu, aparat pelayanan harus
memiliki komitmen dan kemampuan untuk mengenali kebutuhan dan
kepentingan stakeholders penerima pelayanan. Pengenalan akan kebutuhan
pengguna jasa layanan hanya dapat dilakukan apabila aparat memiliki
komitmen untuk belajar dari berbagai pengalaman yang pernah dialami dan
dipraktekkan, serta secara konsisten diterapkan guna memperbaikan pelayanan
dan berorientasi pada kepentingan dan pemenuhan kebutuhan stakeholders
penerima pelayanan.

Masih terkait dengan dukungan pada dimensi ketetapan dan kecepatan,
berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan (SST).yang menjabat
sebagai Kabid Binamarga Dinas PUPR mengatakan bahwa:

Mengenai ketepatan dalam memberikan pelayanan, jika menyangkut
pelayanan harus tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
apabila berkas pemohon lengkap secara administrasi. Tetapi kalau ada
berkas yang tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan/ ditolak
untuk diproses. Tetapi menyangkut perilaku individu, lain halnya,
karena berkaitan dengan personality setiap orang. (wawancara: 14
September 2017).

Mengenai kecepatan pelayanan menurut (SST) bahwa aparat cepat
melayani kalau berkas yang masuk jumlahnya normal. Dalam arti kalau
permohonan tidak terlalu banyak, maka penyelesaian berkas stakeholders dapat

diselesaikan selama kurun waktu 2-3 hari kerja sesuai dengan Peraturan Peme-
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rintah nomor 25 Tahun 2000, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tetapi kalau permo-
honan banyak yang masuk, maka didahulukan yang pertama memasukkan
permohonan kepada stakeholders secara berturut-turut dengan menggu-nakan
sistem antri.

Keterangan lain diperoleh dari aparat Dinas PUPR Kota Parepare
(KML) bahwa:

Pelayanan yang diberikan stakeholders, sama sekali tidak mengalami
kendala, karena walaupun ada stakeholders yang ingin dipercepat
pengurusannya tidak dilayani, karena berkas yang dimohonkan harus
berjalan sesuai dengan urutannya (antrian). Persyaratannya adalah
(a) Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR, (b)
Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Penanggung Jawab
perusahaan sebanyak 1 lembar untuk mengetahui kejelasan indentitas
pemilik atau penanggung jawab perusahaan tersebut. (c) Foto copy
Akte Pendirian Perusahaan dari pemohon sebanyak 1 rangkap, (d) Foto
copy NPWP dari pemohon sebanyak 1 lembar untuk mengetahui
perusahaan tersebut telah membayar pajak, dan (e) Pas foto ukuran 3 x
4 sebanyak 2 (dua) lembar yang akan ditempel di surat stakeholders dan
1 lembar lagi sebagai arsip di kantor. (wawancara, 14 September 2017).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa dengan melihat
papan potensi yang terpasang di depan kantor pelayanan administrasi, sangat
jelas tertlihat mekanisme pengurusan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
dan nampaknya apa yang tertera di papan potensi tersebut berdasarkan
wawancara peneliti dengan aparatur dijalankan sepenuhnya oleh aparat.
Tentang hal tersebut nampak dari hasil wawancara peneliti dengan salah

seorang Pengurus LSM (BB), menuturkan bahwa:
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Dilihat dari ketepatan dan kecepatan waktu pelayanan kepada
stakeholders tepat dalam memberikan pelayanan, karena cuma butuh
waktu 2-3 hari kerja, berkas tersebut dapat selesai, dengan asumsi
bahwa 2 hari berkas diproses secara administratif di kantor kepada
stakeholders, dan kemudian dilanjutkan ke bagian teknis. Setelah tidak
ada masalah maka berkas kembali diteliti lalu diterbitkan surat
keterangan. Jadi ketentuan pengurusan, cuma memakan waktu kurang
lebih 3 hari kerja, apabila berkas yang diajukan tersebut tidak
bermasalah. Kecuali kalau berkas tidak lengkap dari sisi persyaratan,
maka tidak sesuai lagi dengan waktu yang ditetapkan (3 hari kerja).
(wawancara: 23 September 2017).

Dijelaskan pula oleh (BB) Pengurus LSM, bahwa dalam memberikan
pelayanan terhadap stakeholders, walaupun kami sudah melayani secara
maksimal, sesuai dengan aturan yang ada, tetapi masih ada saja stakeholders
yang melakukan komplain atas pelayanan yang diberikan.

Dengan memperhatikan hasil wawancara peneliti dengan para informan
tersebut di atas, mulai dari (SST) selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR,
(KML) selaku aparat Dinas PUPR, dan (BB) selaku Pengurus LSM, umumnya
mengatakan bahwa dukungan aparatur dilihat dari dimensi ketepatan dan
kecepatan dalam memberikan pelayanan semua mengatakan sesuai dengan
aturan dan mekanisme pengurusan. Adapun jika terjadi kendala dalam
pngurusan stakeholders itu adalah kesalahan yang dilakukan pemohon dengan
tidak melengkapi persyaratan administrasi yang tercantum dalam formulir
permohonan stakeholders. Di samping itu menurut mereka, bahwa kendala
yang terjadi itu adalah masalah teknis di lapangan misalnya pengajuan gambar
yang merupakan lampiran dalam pengurusan stakeholders tidak sesuai dengan

persyaratan.
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b. Disiplin waktu

Disiplin adalah kesanggupan aparatur untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin. Masalah disiplin yang dibahas dalam penelitian ini adalah
disiplin yang dilakukan seorang aparatur.

Berkenaan dengan sistem tepat waktu dalam pelayanan di Dinas
PUPR, maka peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Dinas PUPR
Kota Parepare (KMS) dengan argumentasi bahwa:

Sikap dan mental individu aparaturur didalam stakeholders mencer-

minkan rasa ketaatan, kepatuhan, yang didukung oleh kesadaran untuk

menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tugas.

Disiplin yang baik mencerminkan rasa tangung jawab aparaturur
terhadap tugas-tugas yang diberikan. (Wawancara: 5 September 2017).

Pernyataan di atas mendorong semangat kerja dan gairah kerja dalam
rangka terwujudnya tujuan organisasi. Sebagai contoh yang dilakukan Pemkot
Parepare dalam menegakkan kedisiplinan aparatur adalah dilaksanakannya
upacara/apel pagi masuk kantor dan apel sore ketika hendak pulang kantor
bagi seluruh aparatur Dinas PUPR setiap harinya. yang dilaksanakan di
lapangan upacara dan bertindak sebagai pemimpin upacara dijalankan secara
bergiliran.

Berdasar pada fakta di atas, hasil survey penelitian menunjukkan
bahwa pelaksanaan upacara tersebut setiap hari dan disertai absensi kehadiran.
Maksud dan tujuan upacara tersebut adalah untuk mengetahui tingkat ketaatan

dan kepatuhan aparaturur terhadap atauran/peraturan dan norma yang telah
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ditetapkan serta ketika melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara sukarela
maupun karena terpaksa. Kedisiplinan adalah wujud dari tanggung jawab
terhadap pekerjaan, efektivitas kerja, komitmen jam masuk dan pulang kantor
setiap harinya, tidak meninggalkan pekerjaan, bekerja secara teratur, serta
pemanfaatan prasarana dan sarana instansi berdasarkan prosedur formal.

Bagi aparatur Dinas PUPR, disiplin kerja telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah N0.30/1980 dan telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah No.53
Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, yang memuat semua kewajiban,
larangan, dan sanksi. Jika melanggar larangan dan jika tidak melaksanakan
tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya akan denakan sanksi
yang tegas sesuai perutan dan perundang-undangan yang berlaku.

Disiplin merupakan suatu kekuatan yang berkembang bagi aparaturur
dan menyebabkannya dapat menyesuaikan diri dengan sukarela terhadap
keputusan-keputusan, peraturan-peraturan dan nilai serta norma yang
terkandung dalam pekerjaannya. Persoalannya adalah bagaimana mengukur
disiplin kerja tersebut.

Imformasi yang disampaikan oleh imforman di atas dipertegas lagi
dengan imformasi yang disampaikan oleh Pengurus LSM yang berinisal (BB)
menga-takan:

Sesungguhnya aparatur Dinas PUPRM Parepare dimotivasi

mendukung program pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya

secara teratur sesuai mekanisme kerja yang sudah ditetapkan.

Didalamnya memuat standar pekerjaan, jam datang dan pulang kantor,

berpakaian rapih (pakaian dinas harian dan pakaian keagamaan pada
hari-hari tertentu). (Wawancara: 10 September 2017).
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Makna hasil wawancara menunjukkan bahwa kedisiplinan kerja harus
ditegakkan dalam suatu instansi, tanpa dukungan disiplin aparaturur yang
baik, maka sulit bagi instansi tersebut untuk mewujudkan tujuannya. Oleh
sebab itu dengan kedisiplinan aparaturur berarti yang bersangkutan sadar dan
bersedia mengerjakan semua tugasnya.

Penilaian prestasi aparaturur mutlak harus dilakukan untuk mengetahui
prestasi yang dicapai setiap aparatur, apakah prestasi yang dicapai setiap
aparatur baik, sedang atau kurang. Penilaian prestasi penting bagi instansi ini
untuk menetapkan tindakan kebijakan selanjutnya. Dasar penilaiannya adalah
uraian pekerjaan setiap aparatur karena dalam uraian pekerjaan telah
ditetapkan tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh setiap
aparatur.

Menilai pelaksanaan uraian pekerjaan berkenaan dengan baik atau
buruk, selesai atau tidak selesai, dan dikerjakan secara efektif atau tidak
efektif, maka tolok ukur yang akan digunakan untuk menilai prestasi kerja
aparatur adalah adanya standar atau sebuah model untuk diperbandingkan
antara satu hal dengan hal lainnya. Dengan memperhatikan uraian di atas
Kabid Binamarga Dinas PUPR (SST) berpendapat bahwa :

Kualitas aparatur Dinas PUPRM Parepare dapat diukur ketika kami

meminta laporan Kinerja setiap bulan kepada masing-masing aparatur

Dinas PUPRM. Batas waktu yang telah ditetapkan selalu tepat waktu,

sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang ada serta memper-

hatikan faktor kebersihan dan kerapihan, dan tidak pernah ragu dalam

bertindak menyelesaikan pekerjaan asalkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku. (Wawancara: 15 September 2017).
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Dari imformasi yang dsampaikan Kepala Dinas PUPR di atas, peneliti
memahami bahwa penilaian prestasi kerja merupakan prosedur yang formal
dilakukan dalam Dinas PUPR. Penilaian dilakukan dengan metode evaluasi
kinerja pegawai dalam hal: kompetensi operasional administratif dan
kompetensi teknis (pelayanan terhadap kepentingan stakholders internal dan
eksternal).

Penilaian prestasi kerja merupakan prosedur yang formal dilakukan di dalam
institusi Dinas PUPR. Penilaian prestasi merupakan evaluasi terhadap
perilaku aparatur, prestasi kerja dan potensi pengembangan yang telah
dilakukan. Penilaian prestasi pada dasarnya merupakan suatu proses
mengestimasi dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas

aparaturur.

Sesuai hasil wawancara menunjukkan bahwa kualitas aparaturur dapat
diukur ketika Dinas PUPR meminta laporan kinerja setiap bulan kepada
masing-masing aparatur Dinas PUPR. Batas waktu penyelesaian tugas, fungsi
dan standar penilaian pekerjaan telah dijalankan aparatur sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Dinas PUPR.

Kemudian hasil survei dan penelusuran dokumentasi Dinas PUPR,
diketahui bahwa standar penilaian kinerja aparatur bermakna sebagai
ukuran untuk penilaian secara garis besar terhadap Kinerja aparatur. Standar
dibedakan atas tangible standard yaitu sasaran yang dapat ditetapkan alat

ukurnya. Standar
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ini dibagi atas standar dalam bentuk kualitas dan kuantitas, standar kualitas
adalah standar waktu penyelesaian pekerjaan aparatur, standar kuantitas adalah
volume penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jumlah rata-rata setaip hari,

minggu, bulan dan tahun.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kontribusi Tingkat Pendidikan Pegawai
Kepada Dinas PUPR Kota Parepare

. Daya tangkap (responsiveness)

Daya tangkap (responsiveness), yaitu kesadaran atau keinginan untuk
membantu stakeholders dan memberikan pelayanan cepat, atau tanggap, efektif
dan efisien. Efisiensi pelayanan merupakan hal penting dari kualitas pelayanan,
apalagi sumber daya pelayanan pada umumnya terbatas. Efisiensi pelayanan
memberikan perhatian optimal untuk memaksimalkan pelayanan kepada
stakeholders dan stakeholders. Aparatur pelayanan akan memberikan
pelayanan lebih baik dengan sumber daya yang dimiliki. Pelayanan yang
kurang baik mengakibatkan ketidaknyamanan pada setip stakeholders.

Daya tanggap diberikan langsung pada saat terjadi interaksi antara
aparatur dan stakeholders. Daya tanggap ini sangat penting karena bahkan
manajemen instansi tidak dapat berbuat banyak ketika moment of truth terjadi.
Ini adalah proses membentuk kinerja pelayanan publik pada saat sedang terjadi
proses pelayanan. Untuk mengukur aspek daya tanggap dalam penelitian ini
digunakan empat indikator sebagaimana telah ditetapkan pada definisi

operasional yaitu kemampuan aparatur untuk cepat tanggap dalam menghadapi
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masalah yang timbul, kesiapan aparatur memberikan informasi secara jelas dan
mudah dimengerti, tindakan aparatur untuk sesegera mungkin mempercepat
proses permohonan dari semua pihak, mengutamakan kepentingan pelayanan
terhadap stakeholders.

Kondisi ini sesuai dengan pernyataan bahwa keberadaan suatu pemerin-
tahan adalah untuk rakyat/ stakeholders. Berkenaan itu Simbolon (1995:8)
menge-mukakan bahwa pada sektor publik, stakeholders pelayanan pemerintah
selalu berkedudukan sebagai warga negara yang nota bene adalah pimpinan
pemerintah, sehingga sudah sewajarnya stakeholders mendapat pelayanan yang
terbaik dari pemerintahnya.

Pengamatan yang dilakukan peneliti pada obyek penelitian (Dinas
PUPR) menunjukkan dengan jelas apabila stakeholders yang datang pada
Dinas PUPR untuk pengurusan penataan ruang dan atau proyek, maka oleh
bagian informasi di arahkan untuk mendapatkan layanan dari aparatur yang
bertugas pada setia unit pelayanan. Apabila dalam proses pengurusan penataan
ruang dan atau proyek terdapat kendala yang dihadapi oleh pemohon, maka
saat itu juga aparat segera memberikan respon untuk mencarikan solusi terbaik
bagi masalah yang dihadapi oleh pemohon. Namun bila aparat selaku pelayan
belum bisa memberikan solusi, maka selanjutnya kepala seksi pelayanan
langsung menangani permasalahan yang dihadapi.

Daya tanggap merupakan salah satu aspek dari prediktor pelayanan

terpadu dalam penelitian ini. Oleh karenanya dapat dikemukakan, bahwa
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ditinjau dari aspek daya tanggap, pelayanan terpadu pada Dinas PUPR
tergolong baik.

Dari analisis data nampak bahwa keempat aspek dari prediktor daya
tanggap memberi kontribusi yang relatif sama dengan kategori baik. Prediktor
yang perlu diperhatikan adalah prediktor yang mengutamakan kepentingan
pelayanan terhadap stakeholders.

. Efektivitas

Dalam rangka mengukur bagaimana indikator tanggung jawab yang
dimiliki aparatur di PUPR Kota Parepare, berdasarkan pada:

Pertama, berhubung pengetahuan (knowledge) merupakan salah satu
prediktor dari indikator tanggung jawab aparat dalam penelitian ini, maka dapat
dikemukakan bahwa ditinjau dari prediktor pengetahuan, tanggung jawab
aparat Dinas PUPR tergolong baik.

Terkait dengan tanggung jawab yang dimiliki aparatur Dinas PUPR
seirama dengan pendapat Sangkala (2007:37) yang memandang bahwa dewasa
ini telah terjadi pergeseran paradigma mengenai sumber daya yang mampu
mengantar organisasi menjadi unggul. Organisasi yang unggul tidak lagi harus
semata-mata bertumpu pada sumber daya finansial, bangunan, tanah, tehnologi,
posisi lingkungan, dan aset-aset yang bersifat tangible lainnya, tetapi justru
harus lebih bertumpu pada aset pengetahuan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang

signifikan antara skor perolehan relevansi pendidikan, kediklatan, dan masa
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kerja aparat. Hal ini berarti bahwa ketiga indikator tersebut memberikan
kontribusi yang relatif sama terhadap indikator pengetahuan (knowledge).

Kedua, keterampilan (Skill) dalam penelitian ini menggunakan tiga
aspek yaitu: jumlah kursus, jumlah keterampilan, dan relevansi keterampilan
yang dikuasai dengan bidang pekerjaan. Dalam penelitian ini juga ditemukan
bahwa ditinjau dari prediktor jumlah kursus, jumlah keterampilan, dan
relevansi keterampilan yang dikuasai dengan bidang pekerjaan, keterampilan
aparat Dinas PUPR tergolong baik.

Karena keterampilan merupakan salah satu prediktor dari indikator
tanggung jawab aparat, maka dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari pre-
diktor keterampilan, indikator tanggung jawab aparat Dinas PUPR tergolong
baik. Oleh karena itu penemuan penelitian ini sesuai dengan pendapat Hannon
(2000: 238) menyatakan bahwa tanggung jawab aparatur merupakan
kemampuan seseorang dalam memanfaatkan atau menggunakan keterampilan
serta ilmu pengetahuan yang ada padanya, untuk dipergunakan di dalam
pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek
tingkat relevansi keterampilan yang dikuasai dengan bidang pekerjaan aparat
masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap aparat
Dinas PUPR telah memiliki keterampilan yang cukup memadai karena rata-rata
telah mengikuti diklat ataupun kursus seperti diklat penjengan dan kursus

komputer. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah penempatan aparatur
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yang tidak sesuai yang kadang-kadang tidak memperhatikan latar belakang
pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja aparat.

Mutasi aparat biasanya dilakukan hanya berdasarkan unsur kedekatan
dengan pimpinan dan tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan lembaga dan
tanggung jawab aparat. Akibatnya, jumlah keteram-pilan yang dikuasai aparat
tidak serta merta dapat mendukung Kinerja suatu organisasi karena tidak
dibarengi oleh kebijakan yang tepat dalam hal penempatan aparatur yang
memperhatikan relevansi keterampilan aparat dengan bidang tugasnya.

Ketiga, konsep diri (Selft concept) menunjukkan hasil penelitian bahwa
ditinjau dari kemampuan mengembangkan kepelayanan, kemampuan menga-
rahkan, kemampuan memimpin kelompok, kerjasama kelompok, dan orientasi
kepada kepuasan stakeholders, prediktor konsep diri aparatur PUPR Kota
Parepare tergolong baik.

Karena konsep diri merupakan salah satu prediktor dari indikator
tanggung jawab aparat, maka dapat dikemukakan, bahwa ditinjau dari prediktor
konsep diri, tanggung jawab aparatur Dinas PUPR tergolong baik. Hasil
tersebut sesuai dengan pendapat Bergen (1997:57) yang menyatakan bahwa
tanggung jawab aparatur merupakan sesuatu yang berkaitan dengan nilai,
standar pandangan hidup dan kehidupan serta mengkait pula kepada diri sendiri
serta orang-orang lain di sekitarnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan aparat dalam
melaksanakan tugas pelayanan kepada stakeholders terutama dalam hal

perizinan di instansi aparatur Dinas PUPR cukup baik dan dapat diandalkan.
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Hanya saja ada beberapa aparatur yang masih kurang memperhatikan
pentingnya kepuasan stakeholders yang dilayani. Ada aparatur yang kurang
ramah dalam pelayanan-nya, tidak tepat waktu sesuai janji yang diberikan, dan
sebagainya. Ini berhu-bungan erat dengan kepribadian dan tingkat kesadaran
seorang aparat. Diperlukan langkah-langkah yang efektif guna membangun
kepribadian dan kesadaran aparat tentang pentingnya memperhatikan kepuasan
stakeholders yang dilayani misalnya melalui diklat berkenaan dengan
pengembangan mental kepribadian aparat. Di samping itu diperlukan
penerapan aturan kedisiplinan aparatur seperti penerapan sanki (punish-mant)
terhadap aparat yang berkinerja rendah dan pemberian insentif atau bonus
(reward) terhadap mereka yang memiliki kinerja yang tinggi.

Kempat, karakteristik pribadi, meneemukan hasil penelitian bahwa
ditinjau dari pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, dan integritas
terhadap organisasi, prediktor karakteristik pribadi (treat) aparat Dinas PUPR.

Karena karakteristik pribadi (treat) merupakan salah satu prediktor dari
indikator tanggung jawab aparat dalam penelitian ini, maka dapat
dikemukakan, bahwa ditinjau dari prediktor karakteristik pribadi (treat),
Tanggung jawab aparat Dinas PUPR tergolong baik.

Fenomena empiris tersebut sesuai dengan pendapat Boyatzis (1982)
dalam Gilmore (1996:42) menyatakan bahwa tanggung jawab aparatur
merupakan sesuatu yang mendasari karakteristik seseorang yang terdiri atas
motif, bakat, serta prediktor yang berkaitan dengan peran sosial, atau ilmu

pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.
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Temuan penelitian menggambarkan bahwa masih ada aparat yang
kurang fleksibel dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders. Kekakuan
yang ada seharusnya dapat diminimalisir, tergantung pribadi aparat yang
bersangkutan, apakah benar-benar mau membantu klien yang dilayani.
Fleksibiltas dapat dicapai dengan cara menghilangkan kekakuan dalam
mengiterpretasi aturan-aturan yang ada. Dapat juga dilakukan melalui diskusi
dengan sesama staf atau sesama pimpinan.

Kelima, motif secara empirik, ditemukan hasil penelitian bahwa ditinjau
dari aspek keinginan membangun hubungan, dan semangat untuk berprestasi,
prediktor motif aparat PUPR tergolong baik.

Berhubung motif merupakan salah satu prediktor dari indikator
tanggung jawab aparatur dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa
ditinjau dari prediktor motif, tanggung jawab aparat Dinas PUPR tergolong
baik. Fenomena empiris tersebut sesuai merupakan tanggung jawab aparatur
yang terampil di dalam pengelolaan hubungan antar pribadi dari para aparatur
yang memberikan pelayanan kepada stakeholders.

Berdasarkan hasil penelitian nampak bahwa aspek keinginan mem-
bangun hubungan paling rendah kontribusinya terhadap prediktor motif
dibanding aspek semangat untuk berprestasi. Ini berarti bahwa keinginan aparat
untuk mau membangun hubungan kerja sama baik dengan sesama rekan kerja
maupun dengan klien yang dilayani masih perlu ditingkatkan. Ditemukan
beberapa aparatur yang agak sulit untuk membangun hubungan kerja sama

dengan sesama rekan kerjanya, bahkan dengan stakeholders yang dilayani.
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Sikap yang demikian tentu akan berpengaruh pada pelayanan yang diberikan
kurang memuaskan stakeholders/ klien.

Dalam rangka mengantipasi problem ini, diperlukan kebijakan
pimpinan yang dapat menciptakan kondisi kerja yang dapat mendorong para
staf untuk senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sesama
rekan kerjanya, melakukan seminar, workshop dan sebagainya, sehingga
tercipta hubungan kerja sama dengan sesama aparat

c. Kepercayaan (confidence)

Dalam rangka mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai bagaimana
integritas yang dimiliki oleh aparatur Dinas PUPR Kota Parepare, berikut ini
dilakukan interpretasi data hasil penelitian. Berkenaan dengan integritas
aparatur, terdapat tiga aspek yang dijadikan indikator untuk mendapatkan
gambaran mengenai integritas yang dimiliki oleh aparat Dinas PUPR, yakni
afektif, kontinyu, dan normatif.

1) Afektif

Aspek afektif dapat tampak pada perilaku aparatur yang
melibatkan faktor emosional kepada organisasi. Untuk mengukur aspek
afektif dalam penelitian ini, digunakan enam aspek yaitu: terlibat secara
emosional dengan instansi, mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap
instansi tempatnya bekerja, menyenangi lingkungan tempat kerjanya dan
bersedia bekerja ditempat yang sama sampai pensiun, selalu memandang
bahwa bekerja di instansinya sekarang ini mempunyai arti yang sangat

besar, mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap instansinya, dan merasa
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bahwa persoalan yang sedang dihadapi kantornya adalah persoalannya
juga.

Temuan penelitian ini seirama dengan pendapat Mowdays, Porter
dan Sterrs (1996) yang mengatakan bahwa tingkat integritas seseorang
terhadap organisasi berproses, dari awal bekerja (initial commitment),
setelah lama bekerja (commitment during early employment) sampai pada
akhir karirnya (commitment in later career stage). Dimana tingkat
integritas aparatur pada setiap proses akan berbeda sesuai dengan sikap dan
pengalaman yang dirasakan oleh aparatur.

Realitas temuan penelitian sesuai dengan prediktor afektif yakni
terlibat secara emosional ternyata aparat Dinas PUPR yang berpariasi. Dari
keseluruhan data yang diperoleh, ternyata komitmen afektif aparat yang
menguat adalah pandangan yang menyenangi lingkungan tempat kerjanya
dan bersedia bekerja ditempat yang sama sampai pension. Jika
dikonfirmasikan terhadap keenam aspek dari aspek afektif tersebut

seluruhnya memiliki kecenderungan dalam kondisi yang baik.

Kontinyu

Aspek kontinyu tampak pada perilaku aparatur yang mereflek-
sikan persepsi investasi versus biaya, Untuk mengukur aspek kontinyu
dalam penelitian ini digunakan enam indikator sebagaimana telah

ditetapkan pada definisi operasional yaitu tidak akan peduli dengan
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kantornya sekarang apabila dipindah meskipun tanpa kenaikan jabatan,
merasa berat untuk meninggalkan pekerjaanya saat ini walaupun sebetulnya
ada keinginan, tidak akan terganggu apapun apabila meninggalkan
pekerjaan saat ini, salah satu alasan untuk tetap bekerja di tempatnya
sekarang adalah pindah akan membutuhkan banyak pengorbanan
diantaranya adalah pekerjaan lain belum tentu memberikan manfaat seperti
yang didapatnya dikantor ini, merasa konsekuensi pokok meninggalkan
pekerjaan yang sekarang adalah mengorbankan peluang yang akan di dapat
saat ini, dan bekerja baginya adalah merupakan kebutuhan daripada
keinginan.

Data hasil penelitian ini dapat diakselerasikan dengan ungkapan
Agryis (1985) yang menguraikan bahwa integritas aparatur berkaitan
dengan perilaku dan sikap aparatur. Untuk itu menurut Agryis, integritas
aparatur dapat diupayakan dengan mengubah perilaku dan sikap aparatur,
baik melalui faktor internal individu dan faktor eksternal individu.
Integritas eksternal dibentuk oleh lingkungan kerja.Integritas ini muncul
karena ada tuntutan terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang
harus diselesaikan oleh karyawan, yang biasanya didasari oleh motivasi
reward dan punishmen. Sedangkan integritas internal, muncul dari
keinginan internal aparatur sendiri untuk dapat menyelesaikan berbagai
tugas dan tanggung jawab dan wewe-nangnya berdasarkan pada alasan dan
motivasi aparatur sendiri.

3) Normatif
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Dari analisis data aspek normatif tersebut nampak bahwa ketujuh
indikator dari aspek normatif memiliki kontribusi yang relatif sama
terhadap aspek tersebut dengan kategori baik. Perlu ditingkatkan adalah
indikator akan merasa bersalah apabila meninggalkan instansi tempatnya
bekerja sekarang. Mengenai pernyataan ini, sesuai dengan pendapat
Belcher (dalam Kruger 1995:19) yang menyatakan bahwa memperoleh
integritas dari seluruh aparatur haruslah menjadi tujuan pokok organisasi,
antara lain dengan melibatkan seluruh aparatur dan meningkatkan rasa
memiliki organisasi, karena dengan rasa memiliki organisasi inilah yang
akan mampu menggerakkan aparatur untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada stakeholders.

Normatif merupakan salah satu prediktor dari indikator integritas
aparat dalam penelitian ini. Oleh karenanya dapat dikemukakan, bahwa
ditinjau dari prediktor normatif aparat Dinas PUPR tergolong baik.

d. Empati (emphaty)

Empati yaitu kemauan memberikan pelayanan melalui pendekatan
personal ralation, memberikan perlindungan serta berusaha untuk mengetahui
keinginan dan kebutuhan konsumen. Hubungan antar manusia berkaitan
dengan interaksi antara aparat dengan stakeholders, pemimpin dan aparatur
Dinas PUPR Kota Parepare serta hubungan antara aparat dengan stakeholders.
Hubungan manusia yang baik adalah menanamkan kepercayaan dan

kredibilitas dengan cara menghargai, menjaga rahasia, menghormati hak



112

stakeholders dan memberikan cukup perhatian serta mendengarkan keluhan
dan berkomuniksi secara efektif.

Hubungan antar manusia yang baik akan mempunyai andil besar dalam
konseling efektif. Hubungan kurang baik antar manusia akan mengurangi
efektivitas dari kompetensi teknis pelayanan. Stakeholders yang diperlakukan
kurang baik cenderung untuk mengabaikan saran dan nasehat aparat Dinas
PUPR.

Empati berarti merasakan apa yang dirasakan stakeholders. Rasa empati
membuat stakeholders, dalam hal ini stakeholders merasa menjadi bagian dari
pelayanan itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan penjelasan
Ndraha (2005:73-86) dapat dikatakan bahwa terhadap pelayanan publik,
pemerintah berfungsi sebagai pembuat, penjual dan distributor, sementara
rakyat adalah pemesan, pemberi, penerima produk-produk pemerintahan.
Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah pada situasi tersebut
diibaratkan hubungan produsen dan stakeholders dan disebut hubungan
transaksional maupun transformasional.

Jika dikonfirmasikan dengan skala interval kriteria penilaian yang ada,
persentase skor jawaban responden terhadap keenam indikator dari aspek
empati tersebut seluruhnya tergolong pada kategori baik. Ini berarti bahwa
indikator sikap perhatian dalam menangani keluhan-keluhan yang dihadapi
oleh para pemohon pelayanan, bersikap adil dalam memberikan pelayanan
kepada semua pihak, dan sikap sopan yang diberikan oleh aparatur saat

memberikan pelayanan, tergolong baik. Ditinjau dari sikap perhatian dalam
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menangani keluhan-keluhan yang dihadapi oleh para pemohon pelayanan,
bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada semua pihak, dan sikap
sopan yang diberikan oleh aparatur saat memberikan pelayanan, maka aspek
empati aparat Dinas PUPR tergolong baik.
2. Realitas Kontribusi Pelatihan Pegawai Kepada
Dinas PUPR Kota Parepare
a. Keandalan (reliability)

Kehandalan berhubungan erat dengan kemampuan sumber daya manusia
yang ada dalam memenuhi layanan sesuai dengan ketentuan atau standar yang
berlaku. Untuk mengukur aspek kehandalan dalam penelitian ini digunakan
empat indikator, yaitu kesiapan aparatur ditempat atau diruang kerja pada saat
diperlukan, kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur,
kemampuan aparatur dalam memenuhi kebutuhan stakeholders, kesesuaian
layanan yang diberikan aparatur dengan prosedur yang ada.

Kehandalan merupakan salah satu aspek dari prediktor pelayanan isin
usaha dalam penelitian ini. Oleh karenanya dapat dikemukakan, bahwa ditinjau
dari aspek kehandalan pelayanan terpadu Dinas PUPR Kota Parepare
tergolong baik. Agar layanan dapat memuaskan kepada orang lain atau
sekelompok orang yang dilayani, maka si pelaku dalam hal ini petugas, harus
dapat memenuhi 4 syarat pokok, ialah: (1) tingkah laku yang sopan, (2) cara
menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima
oleh orang yang bersangkutan,

(3) waktu menyampaikan yang tepat, dan (4) keramahtamahan.
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Dari analisis data di atas, nampak bahwa keempat prediktor dari aspek
kehandalan memberikan kontribusi yang relatif sama terhadap aspek tersebut
dengan kategori baik. Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah
prediktor kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur.

Hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan menunjukkan fakta bahwa
pada perkembangan terakhir untuk mempermudah layanan perizinan, maka
pemerintah Kota Parepare dalam hal ini pihak Dinas PUPR Kota Parepare
berdasarkan Peraturan Walikota Parepare hanya membutuhkan tenggang waktu
selama 3 jam untuk memproses berkas pemohon. Namun berdasarkan
informasi yang diperoleh peneliti bahwa pengurusan surat keterangan Dinas
PUPR atas pengurusan tata ruang dalam jangka waktu 3 jam dimungkinkan
dengan catatan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi oleh. Lain
halnya ketika persyaratan administrasi dinyatakan kurang, maka pihak Dinas
PUPR Kota Parepare tidak bersedia menerima berkas tersebut dan tidak dapat
menerbitkan surat keterangan tata ruang dalam jangka waktu 3 (tiga) jam.

. Bukti langsung (tangibles)

Aspek pertama mengukur pelayanan terpadu di dalam penelitian ini
adalah aspek terbukti. Terbukti disini diartikan sebagai bentuk fisik dari setiap
sarana dan prasarana yang mendukung tingkat pelayanan yang diberikan
kepada pelang-gannya. Sarana fisik ini yang pertama kali terlihat oleh

stakeholders dan berperan besar dalam mewujudkan tingkat pelayanan publik

yang tinggi.
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Aspek terbukti yang diukur dalam penelitian ini adalah penampilan
aparatur dalam memberikan pelayanan, kesiapan kelengkapan fasilitas kerja
pendukung pelaksanaan pekerjaan, dan kenyamanan ruang yang digunakan
dalam pelayanan.

Terbukti merupakan salah satu aspek dari variabel pelayanan terpadu
dalam penelitian ini. Oleh karenanya dapat dikemukakan, bahwa ditinjau dari
aspek terbukti (tangible), pelayanan terpadu di Dinas PUPR Kota Parepare
tergolong baik. Uraian ini sesuai dengan pendapat Rahmayanty (2010:21)
mengatakan kebutuhan stakeholders meliputi kebutuhan praktis (practical
needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs). Kebutuhan praktis
meliputi nilai yang dirasakan dengan bentuk terbukti fisik (tangible) meliputi
instrument, alat serta sarana fasilitas yang dapat diraba dan dilihat sedangkan
kebutuhan emosional meliputi nilai rasa fisiologis yang dipenuhi dari sikap,
tindakan dan perilaku petugas pelayanan. Oleh sebab itu, untuk urusan
membangun dan memperkuat hubungan dengan stakeholders, upaya petugas
pelayanan dituntut untuk efisien dan efektif, menemukan stakeholders yang
tepat, melayaninya dengan baik hingga mencapai stakeholders yang loyal.

Kondisi ini membuktikan bahwa fasilitas penunjang pelayanan publik di
instansi ini masih perlu mendapatkan perhatian dari pihak pimpinan dan para
pengambil keputusan dalam lingkungan Dinas PUPR Kota Parepare. Demikian
halnya juga berdasarkan pengamatan peneliti kebutuhan akan sarana dan
prasarana yang belum terpenuhi sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk

layanan terpadu diantaranya: (1) Gedung perkantoran yang memadai, (2)
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Ruang pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, (3) Fasilitas komputer
sesuai kebutuhan,
(4) Lemari arsip sebagai penunjang dokumen kearsipan dan data base, dan
(5) Fasilitas penunjang lainnya seperti kenderaan dinas, genset, AC, mesin foto
copy, jaringan internet.

Oleh karena itu, berkenaan dengan kesiapan kelengkapan fasilitas kerja
pendukung pelaksanaan pekerjaan dan kenyamanan ruang yang digunakan
dalam pelayanan sudah selayaknya pemerintah kota dapat menyediakan gedung
baru yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pelayanan terpadu, sebagaimana
gedung pelayanan terpadu yang selama ini diketahui oleh stakeholders seperti
gedung pelayanan pada Dinas PUPR Kota Parepare.

¢. Jaminan (assurance)

Jaminan mencakup pengetahuan atau wawasan dan kemampuan
pemberi layanan untuk menimbulkan keyakinan dan jaminan keamanan
stakeholders ataupun stakeholders pengguna jasa pelayanan. Kepastian
pelayanan mencakup kepastian biaya, kapastian/ kejelasan informasi pelayanan
dan ketepatan waktu pelayanan. Dalam pelayanan, jaminan keamanan berarti
mengurangi resiko keterlambatan pelayanan, kerungian materi (biaya yang
tinggi) dan waktu konsumen, serta tuntutan ganti rugi dan sanksi hukum oleh
stakeholders layanan.

Akuntabilitas pelayanan aparat seharusnya memberikan jaminan
pemberian pelayanan yang cepat dan tepat bagi stakeholders. Dengan begitu

memberikan kepuasan bagi stakeholders apabila keterangan tata ruang telah
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diterimanya dalam waktu tidak terlalu lama tanpa melewati batas waktu
maksimal sesuai Standard Operational Prosedure (SOP) Dinas PUPR Kota
Parepare. Realitasnya sejumlah berkas permohonan masih bertumpuk di atas
meja kerja aparat Dinas PUPR.

Pada saat berinteraksi dengan aparatur pemerintah, sudah sewajarnya
apabila stakeholders mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Aspek
jaminan ini merupakan alat untuk meminimalisasi resiko yang mungkin timbul
pada saat interaksi.

Untuk mengukur aspek jaminan dalam penelitian ini digunakan empat
prediktor sebagaimana yang telah diuraikan pada deskripsi fokus dan indikator
fokus penelitian, yaitu ketepatan aparatur saat memberikan layanan sesuai janji
yang telah disepakati, kemampuan menciptakan rasa aman dan kenyamanan
pada saat melayani, kepastian dan kejelasan mengenai waktu dan biaya
pelayanan, dan kemudahan dalam menghubungi aparatur yang berwenang
dalam pelayanan.

Jika dikonfrontasikan dengan skala interval kriteria penilaian yang ada,
persentase skor jawaban responden terhadap keenam prediktor dari aspek
jaminan tersebut semuanya tergolong pada kategori baik. Ini berarti bahwa
prediktor ketepatan aparatur saat memberikan layanan sesuai janji yang telah
disepakati, kemampuan menciptakan rasa aman dan kenyamanan pada saat
melayani, kepastian dan kejelasan mengenai waktu dan biaya pelayanan, dan
kemudahan dalam menghubungi para aparatur yang berwenang dalam

pelayanan, tergolong baik. Ditinjau dari ketepatan aparatur saat memberikan
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layanan sesuai janji yang telah disepakati, kemampuan menciptakan rasa aman
dan kenyamanan pada saat melayani, kepastian dan kejelasan mengenai waktu
dan biaya pelayanan, dan kemudahan dalam menghubungi para aparatur yang
berwenang dalam pelayanan, maka aspek jaminan aparat di Dinas PUPR Kota
Parepare tergolong baik.

. Kualitas

Menurut Frederi Hegel dalam Syafiie, (2006) bahwa: Kehendak Negara
selama ini bukan kehendak rakyat secara keseluruhan. Masing-masing individu
memiliki beraneka ragam pendapat yang subyektif, tergantung kebutuhan
seseorang. Agar menjadi obyektif harus digabung, hanya saja yang sering
tanpak dalam suatu Negara/daerah adalah pendapat seorang/ kelompok kecil
kemudian dianggap pendapat massa. Karena itulah kadang kala bertentangan
dengan pendapat seseorang, tetapi harus diterima karena negara berwenang dan
memiliki hak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanah negara .

Menyimak hasil pnelitian bahwa prinsip kualitas masih dipegang teguh
aparatur Dinas PUPR, yang mencerminkan bahwa aparatur tunduk pada
hukum, transparan dan bertanggung jawab terhadap penerapan nilai-nilai etis.
Hal ini ternyata relevan dengan etika aparatur Dinas PUPR sebagaimana hasil
penelusuran dokumen Dinas PUPR Kota Parepare (2017) bahwa stakeholders
Dinas PUPR Parepare menganut nilai etika, keterbukaan/ akuntabilitas yang
dapat ditemukan dalam falsafah, etika bermakna bahwa kehidupan aparatur
dalam proses pengu-rusan surat keterangan tata ruang mngandung nilai-nilai

kerpercayaan dalam kehidupan sehari-hari.
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Permasalahannya adalah aparatur Dinas PUPR berpengaruh terhadap
lemahnya Kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparatur Dinas PUPR
kurang mencer-mikan nilai-nilai yang dianut masyarakat bagian timur
Indonesia, sebab cenderung kurang bersinergi dengan realitas.

3. Aplikasi Kedisiplinan Pegawai Pada
Dinas PUPR Kota Parepare

a. Disiplin kerja

Kajian suatu sistem pelayanan kepada publik adalah suatu kajian
tentang bagaimana menyelenggarakan pelayanan terhadap stakeholders
dilakukan oleh aparatur Dinas PUPR. Sebagai suatu sistem, maka pelayanan
yang diseleng-garakan adalah merupakan suatu totalitas yang terbangun dari
unsur-unsur yang terkait satu sama lain sehingga merupakan susunan yang

teratur secara sistematis.

Suatu sistem pelayanan dapat dikatakan baik atau buruk sangat
tergantung pada kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan
stakeholders. Kondisi ini dapat dicapai apabila stakeholders telah membentuk
opini berdasarkan persepsi mereka atas pelayanan yang telah diberikan. Opini
yang telah terbentuk tersebut adalah merupakan suatu petunjuk atas kepuasan
yang diberikan yang tercermin dari sejumlah pengukuran dari beberapa

dimensi kualitas pelayanan terhadap stakeholders.
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Berkenaan pemberian pelayanan terhadap stakeholders menurut Kotler
(1994: 661) bahwa terdapat empat karakteristik, antara lain: (1) Intangibility
(tidak terwujud) jasa tidak terwujud, tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan dan
didengar sebelum dibeli. (2) Inseparibility (tidak dipisahkan) jasa tidak dapat
dipisahkan dari pemberi jasa, baik pemberi jasa maupun orang dan/atau mesin.
Jasa tidak dapat disejajarkan dengan lemari arsip yang dapat dijangkau kapan
saja dibutuhkan. (3) Variabitily (Keanekarupaan) jasa sangat beraneka rupa,
karena tergantung siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana
disediakan. Seringkali pemberi jasa menyadari akan keanekaragaman yang
besar dan membi-carakan dengan yang lain sebelum memilih satu peyediaan
jasa. dan (4) Perisha-bility (tidak dapat tahan lama) jasa tidak dapat tahan lama,
karenanya tidak dapat disimpan untuk penggunaan dalam waktu yang lama.
Sifat jasa yang tidak tahan lama ini bukanlah masalah kalau permintaan tetap
linear, karena jasa-jasa sebelumnya dapat dengan mudah disusun terlebih
dahulu, kalau permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa akan dihadapkan pada

berbagai masalah yang sulit.

Suatu produk jasa atau layanan untuk bisa dilingkungankan, maka
yang harus dilakukan adalah adanya upaya-upaya yang lebih kompleks yang
mana tidak hanya memerlukan aktivitas pemasaran eksternal, namun juga
pemasaran internal. Semua jenis aktivltas-aktivitas normal yang umumnya
dilakukan oleh Dinas dalam mempersiapkan produk jasa, dan mempromosikan

jasa yang bernilai lebih kepada stakeholders. Jlika Akvitas-aktivitas ini dapat
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dilaksanakan dengan maksimal, maka akan menghasilkan suatu ikatan antara

aparatur dengan stakeholders.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
.pembentukan dan susunan perangkat daerah bahwa tujuan, prinsip, dan ruang
lingkup Dinas PUPR Kota parepare menyelenggarakan tugas dengan rumusan
sebagai berikut: (a) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
stakeholders, (b) Memperdek proses pelayanan, (c) Mewujudkan proses
pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, dan (d)

Mendekatkan dan memberkan pelayanan yang lebih luas kepada stakeholders..

Penyelenggaraan pelayanan izin usaha oleh Dinas PUPR Kota
Parepare dilaksanakan dengan prinsip: (a) Keterpaduan, (b) Ekonomis, (c)
Koordinasi,

(d) Pendelegasian atau pelimpahan wewenang, (e) Akuntabilitas, dan (f)
Aksesi-bilitas. Kemudian ruang lingkup penyelenggaraan Dinas PUPR meliputi
seluruh pelayanan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah Kota Parepare. Penyelenggaraan Dinas PUPR sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang .pembentukan
dan susunan perangkat daerah, dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk
pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah

Daerah.

b. Sistem tepat waktu
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Asep Warlan Yusuf dalam Rahmayanty (2010) mengatakan bahwa
pelayanan terhadap stakeholders adalah instrumen pemerintah yang bersifat
yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk
mengen-dalikan perilaku stakeholders. Sedangkan menurut Sjachran Bash
dalam Rahmayanty (2010) pelayanan terhadap stakeholders adalah perbuatan
hukum administrasi negara yang menghasilkan peraturan berdasarkan
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan
yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah Pusat dan/atau Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan stakeholders maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Karena kehandalan merupakan salah satu aspek dari variabel pelayanan
terpadu dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan, bahwa ditinjau dari
aspek kehandalan, pelayanan di Dinas PUPR Kota Parepare tergolong baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Silalahi (2003:55) yang
mengungkapkan bahwa: Pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara masih
berada dalam peringkat present dan accounted, artinya organisasi atau aparatur
menyadari dan mengetahui tentang kedudukan mereka untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas, namun untuk usaha ke arah yang sampai pada

kualitas pelayanan belum serius untuk dilaksanakan.
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Kondisi di atas sesuai dengan pernyataan Simbolon (1995:10) bahwa:
Orientasi dari elemen organisasi, mulai dari pimpinan birokrasi sampai pada
stafnya dikerahkan untuk memenuhi kepentingan stakeholders dan
manajemennya dipengaruhi lingkungan, sehingga dalam hal ini, stakeholders
ditempatkan pada posisi teratas dan pimpinan birokrasi pada posisi terbawah.
Terbalik dengan prinsip sebelumnya, pemimpin birokrasi berada pada posisi
tertinggi dengan stakeholders pada posisi terbawah, sehingga orientasi
pelayanan organisasi kepada pimpinan dan manajemen yang mempengaruhi
lingkungan.

Terlebih lagi aparat yang mempunyai rasa empati yang tinggi
merupakan bagian dari proses pelayanan yang seharusnya. Emil Salim dalam
Rasyid (1997:76) mengatakan bahwa: Pelayanan bertolak dari rasa kepedulian.
Pelayanan harus diberikan dengan segala senang hati dan dengan air muka
yang menye-nagkan. Bahkan dikatakan bahwa dengan sikap dan kepedulian
pemerintah dalam melayani akan melahirkan respek stakeholders kepada
pemerintah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Albrecht (1996:55) yang
mengungkapkan bahwa: Pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara masih
berada dalam peringkat present dan accounted, artinya organisasi atau aparatur
menyadari dan mengetahui tentang kedudukan mereka untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas, namun untuk usaha ke arah yang sampai pada

kualitas pelayanan belum serius untuk dilaksanakan.
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Pelayanan surat keterangan tata ruang adalah pelayanan yang diberikan
pada stakeholders yang ingin melakukan aktivitas usaha. Pengertian ini mene-
gaskan bahwa pada dasarnya pelayanan merupakan suatu proses interaksi
antara pihak yang memberikan pelayanan (pemerintah) dengan pihak yang
diberikan pelayanan (stakeholders). Pada penelitian ini aspek-aspek yang
dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelayanan publik pada
Dinas PUPR adalah berwujud (tangibles), kehandalan (reliability), daya

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (empathy).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

dengan deskripsi sebagai berikut:

Hasil edit sehingga terlihat hasil penelitian (jangan bersifat umum)

1. Deskripsi kontribusi tingkat pendidikan aparatur kepada Dinas PUPR Kota

Parepare yang dinilai oleh indikator berikut:

€.

Daya tanggap (Responsivenes) kinerja aparatur mengantisipasi terjadinya
keluhan stakeholders, maka petugas tetap memberikan pelayanan
meskipun hanya dilayani secara parsial. Hal ini terjadi karena ulah
takeholders itu sendiri yang kadang kalah berkasnya kurang lengkap
sesuai persyaratan.

Efektivitas (Effectiveness) kinerja aparatur memperlihatkan efektivitas
pelayanan yang dapat melahirkan kepercayaan masyarakat. Realitas ini
terlihat melalui responvitas pimpinnan BKPSDM dan jajarannya terhadap
permasalahan kepegawaian dan diklat yang dapat dikategorikan cukup
memadai.

Kepercayaan (Confidence) kinerja aparatur layak dipercaya menangani
atas pelayanan stakeholders. Mengukur indikator ini digunakan tiga
prediktor yakni: (i) Afektif, realitas hasil penelitian menunjukkan bahwa

aspek afektif pimpinan belum maksimal dalam mengarahkan dan
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menyadarkan aparatur akan loyalitasnya terhadap institusinya, (ii)
Kontinyu, ditemukan bahwa ditinjau dari aspek kepercayaan yang
kontinyu oleh aparatur Dinas PUPR tergolong baik, dan (iii) Normatif,
temuan penelitian memperlihatkan sikap apatis dan kurangnya loyalitas
aparatur terhadap instansinya sebab masih ada yang kurang konsisten
memberikan pelayan dan kurang memanfaatkan waktu dengan baik dalam
beraktivitas.

.Empati (Emphaty) kinerja aparatur beresiko yang mungkin timbul
diupayakan dikurangi seminimalmungkin sementara manfaatnya harus
maksimal bagi masyarakat. Sementara menurut hasil penelitian sikap

empati aparatur tidak terwujud dalam realisasinya.

3. Realitas kontribusi pelatihan aparatur kepada Dinas PUPR Kota Parepare yang

dinilai oleh indikator berikut:

e.

Keandalan (Reliability) kinerja aparatur nampak tercantum tiga tujuan/
fungsi yaitu: (i) Membagi tugas secara merata di luar waktu kerja, (ii)
Membagi tugas yang dinilai menarik atau agak sulit, dan tugas bervariasi
secara adil di antara aparatur, dan (iii) Membagi pekerjaan tambahan di
antara seluruh aparatur pada masing-masing unit kerja. Tetapi mencermati
temuan penelitian ternyata ketiga tujuan/fungsi aparatur di atas, nampak
kurang diapresiasi sesuai tuntuntan tugas dan tanggung jawabnya.

Terbukti (Tangible) kinerja aparatur memudahkan petugas mengetahui
tindakan yang harus dilakukan dengan menunjukkan bahwa bentuk apa

saja yang dilakukan petugas Dinas PUPR tentunya sesuai dengan
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kebutuhan stakeholders. Hanya saja sepanjang proses penelitian
berlangsung, peneliti menemukan kurang memenuhi harapan stakeholders
yaitu kurang maksimal dan kurang responsivitas dalam pemberian
pelayanan terhadap stakeholderss.

g. Jaminan (Assurance) Kkinerja aparatur mencakup pengetahuan atau
wawasan dan kemampuan aparatur untuk memenuhi kepuasan
stakeholders apabila kebutuhannya terpenuhi dalam pelayanan sesuai
waktu yang tidak terlalu lama tanpa melewati batas maksimal/jam kerja
(over lot) sesuai Standard Operational Prosedure (SOP) Dinas PUPR.
Namun dalam penelitian belum ditemukan hasil bahwa kemampuan
aparatur untuk memenuhi kepuasan stakeholders dalam pemberian
pelayanan.

h. Kualitas (Quality) kinerja aparatur merupakan mutu suatu hasil kerja tim
yang dimiliki PUPR yang diukur dalam indikator: (i) Kualitas kinerja
orientasi kualitas dapat dipersepsikan sedang, karena yang diperankan
dalam pelayanan terhadap stakeholders pada umumnya dalam kondisi
wajar, artinya belum ada yang menonjol, dan (ii) Kualitas fasilitas
menunjukkan bahwa Dinas PUPR belum melengkapi fasilitas operasional
kerja yang memadai.

4. Aplikasi kedisiplinan aparatur pada Dinas PUPR Kota Parepare yang dinilai
oleh indikator berikut:

a. Disiplin kerja aparatur terhadap kualitas kerja atas tugas dan fungsinya

sesuai regulasi dan Standard Operational Precedure (SOP) hasil penelitian
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menunjukkan dukungan aparatur dilihat dari dimensi ketepatan dan
kecepatan dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan aturan dan

mekanisme pengurusan.

b. Disiplin waktu, hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaatan
kompetensi operasional administratif dan kompetensi teknis (pelayanan
terhadap kepentingan stakholders internal dan eksternal) diasumsikan

belum terwujud secara maksimal.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan empat hal

sebagai berikut:

1. Kontribusi pendidikan terhadap kinerja aparatur pada Dinas PUPR Kota
Parepare harus diterapkan sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing
aparaturur.

2. Kontribusi pelatihan terhadap kinerja aparatur pada Dinas PUPR Kota
Parepare harus mendukung kompetensi pendidikan aparaturur.

3. Kontribusi kedisiplinan terhadap kinerja aparatur pada Dinas PUPR Kota
Parepare merupakan konci sukses suatu Instansi, oleh karena itu kedisiplinan
aparaturur harus direalisasikan. Dengan demikian aparaturur Dinas PUPR
Kota Parepare harus berkomitmen dan konsisten terhadap waktu penyelesaian
tugas dan fungsinya, karena penyelesaian tugas dan fungsi aparaturur sesuai

dateline dapat memberikan kepuasan kepada stakeholders.
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